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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penetapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat merupakan langkah nyata menuju pelaksanaan pemerintahan sentralistik secara nyata. Kekuasaan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah federal dimaksudkan untuk membina masyarakat yang berkembang dalam hal penggunaan sumber daya, peningkatan layanan, dan keterlibatan sipil. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, juga diharapkan daerah dapat mencari solusi lain melalui sumber-sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengabaikan fakta bahwa pemerintah pusat masih memberikan dukungan fiskal. 2018 (Mardiasmo) 
Pemerintah daerah wajib menciptakan belanja dan pendapatan daerah sebagai akibat dari pelaksanaan sentralisasi kewenangan. APBD adalah rencana keuangan daerah, dan dalam hal ini DPRD meninjau dan menyetujuinya. Itu diatur dengan (Perda Nomor 13 Tahun 2006, 2006).
Prinsip-prinsip best practice yang meliputi proporsionalitas, akuntabilitas yang mengutamakan hasil, profesionalisme dalam hal transparansi, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan independen, harus diikuti dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003, 2003.
Salah satu upaya nyata akuntabilitas keuangan daerah dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, dimana semua lembaga atau proses pemerintahan memiliki informasi yang dapat diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan data yang diberikan benar-benar akurat. memadai sehingga dapat dipahami, termasuk luasnya akses laporan keuangan. 2018 (Mardiasmo).
Pengesahan (UU No. 17 Tahun 2003 Tahun 2003) tentang keuangan negara secara resmi telah menetapkan komitmen bersama dalam hal pengelolaan keuangan dengan menjadikan hal-hal yang menjadi pilar tata pemerintahan yang baik dan dengan menjunjung tinggi prinsip ketaatan pada hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Akibatnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan telah menjadi kebutuhan publik. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, terdapat tiga tingkatan transparansi atau keterbukaan dalam mengelola keuangan, yaitu: 
Transparansi pada tiga tingkatan yang berbeda: 
1) perencanaan dan penganggaran; 
2) pelaksanaan anggaran; dan 
3) pelaporan anggaran.
Kabupaten Boalemo adalah satu kabupaten di provinsi Gorontalo yang dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahap penganggaran sudah terlaksana dengan baik. tahapan ini dibuktikan dengan terlaksananya tahapan perencanaan anggaran menurut aturan dalam (Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 2006) bahkan untuk anggaran tahun 2022 Pemda Kabupaten Boalemo sudah melaksanakan penganggaran sesuai Permendagri yang sudah baru yakni Permendagri No. 64 Tahun 2020. Dalam hal penganggaran ABPD, setelah semua sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo, dinput pada sistem yang disebut Sistem Manajemen Daerah bahkan untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah berusaha menyempurnakan sistem penganggaran dari Kementerian Dalam Negeri yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau (SIPD). Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melaksanakan penerapan sistem transaksi  Non Tunai sebagaimana keputusan Bupati Boalemo Nomor 8 tahun 2018. Seluruh pemegang kas dalam hal ini bendahara-bendahara Satuan Kerja Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan transaksi pembayaran dengan sistem kas non tunai melalui bank yang ditunjuk oleh Pemda Boalemo.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal pelaporan, PEMDA Kabupaten Boalemo menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan Pemda Kabupaten Boalemo disusun berdasarkan SAP basis akrual yakni LRA, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, LAK, LPE dan Catatan atas laporan keuangan (CALK). Dalam kurun lima tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boalemo berturut-turut mendapat peringkat opini WTP untuk LKPD Tahun Buku 2017 s/d 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terlepas dari upaya Pemda Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang memenuhi asas-asas transparansi, ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan, terbukti dalam dua tahun terakhir mencuatnya kasus penyelewangan dana yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Boalemo seperti yang dilansir Liputan 6 News.com yang mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih 700 juta. Selain itu korupsi mega proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang sampai saat ini menurut sumber www. Kejaksaan.go.id telah memasuki tahap II dan akan segera disidangkan. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan salah satu variabel penting menyangkut good governance dimana transparansi perlu untuk di wujudkan pada tahap kebijakan dan dalam tahap pengadministrasian anggaran. Semangat dalam hal transparansi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses melaksanakan pemerintah pada umumnya dan proses kegiatan keuangan daerah pada khsususnya. Sumarsono, (2009) dalam (Mirza Masyur, 2017)
Dalam hal aksesibilitas laporan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Boalemo belum mengatur dalam peraturan kebijakan daerah untuk siapa-siapa saja yang dapat mengakses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingganya untuk akses laporan keuangan masih sangat dibatasi oleh pemerintah daerah dengan alasan agar Laporan Keuangan Daerah tidak disalah gunakan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi transparansi dalam hal prosedur pelaksanaan keuangan daerah karena sejatinya pemerintah wajib untuk menyampaikan data keuangan yang dimanfaatka dalam pengambilan keputusan social,politik dan ekonomi. (Salomi J. Hehanusa, 2015)
Mengingat pentingya aksesibiltas laporan keuangan mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan sebagai wujud implementasi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang penyeimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pasal 103, menyatakan untuk data yang dimuat dalam SIKD adalah data yang leluasa dapat diketahui, dan dapat diperoleh oleh masyarakat, yang dalam artian pemda harus membuka keleluasaan akses Laporan Keuangan untuk pihak skateholder demi transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Pengujian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dilakukan oleh (Mirza Masyur, 2017) yang menyatakan untuk penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentunya dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik, karena tersaji dengan lengkap dan jujur maka laporan keuangan semakin transparansi dan akuntabilitas sedangkan untuk aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk memberikan keleluasaan akses dalam penggunaan data informasi laporan keuangan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingganya dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Bercermin pada permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan dan mengingat pentingnya neraca dan akses laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan maka peneliti mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo”

1.2 Rumusan Masalah
Bercermin pada fenomena yang sudah dijabarkan pada latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X) terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian 
Penelitian ini mempunyai maksud untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh neraca dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
1.3.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni untuk mengukur besarnya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X) terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan maupun penelitian skripsi ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaaat dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya menyangkut transparansi dalam mengelola keuangan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.


2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat terkait dengan transparansi dalam hal mengelola keuangan  di Pemda Kabupaten Boalemo agar dalam mengelola keuangan di kelola dengan baik serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai hal-hal yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan mengenai pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sama.













BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Agency Theory ( Teori Keagenan)
Subaweh, (2008) dalam (Bandariy, 2011) mengungkapkan bahwa teori keagenan dalam pemerintahan daerah telah dipraktikkan sejak pelaksanaan kewenangan di tingkat daerah sejak tahun 1999. Keagenan ini dapat dikaji dari dua perspektif, yaitu hubungan antara eksekutif dan pemerintah daerah. legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang proses akhirnya merupakan hal yang positif berupa efisiensi, tetapi nilai negatifnya adalah dari perilaku oportunistik. Hal ini dikarenakan agen memiliki keunggulan memiliki data keuangan dibandingkan dengan prinsipal, sedangkan otoritas dapat menggunakan kewenangan karena merasa memiliki kelebihan kekuasaan.
Menurut hipotesis agen ini, agen tidak menyukai risiko melainkan memilih untuk bersikap oportunistik (menghindari risiko). Dalam Baridwan (2007) (Bandariy, 2011). Namun, seberapa penting penyajian laporan keuangan untuk transparansi pengelolaan keuangan dan bagaimana pemerintah memberikan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah karena partai yang berkuasa tidak memberikan bentuk laporan keuangan yang akuntabel? Pemerintah daerah lebih memilih untuk tidak lari dari bahaya krisis kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintah daerah sebagai distributor atau agen. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih mampu menunjukkan jika kerja pemerintah selama ini efektif dalam hal keterbukaan.
Teori agen dan penelitian ini mempunyai Hubungan yakni pengelola pemerintah harus mampu menciptakan keterbukaan dalam hal ini transparansi sebagai suatu tindakan yang memberikan garansi atau keleluasaan bagi setiap masyarakat agar memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang baik berupa strategi, proses pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian yang telah dicapai. (Mardiasmo, 2018) mengungkapan transparansi disusun berdasarkan pondasi atas keleluasaan mendapatkan sumber-sumber data. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum secara langsung mudah didapat oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi wajib diketahui oleh banyak pihak, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mengenai proses keuangan daerah, atau dengan kata lain menyangkut  semua kebijakan pemerintah harus terus menerus dilakukan dengan terbuka dan dapat diketahui oleh publik.
2.1.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Rusdiana et al, (2018) dalam Rahma et al, (2021) definisi transparansi adalah pemberian data mengenai keuangan yang benar kepada masyarakat untuk mengetahui secara terbuka yang menyangkut semua pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diamanatkan dan sejauh mana pemerintah patuh terhadap perundang-undangan.
Pengertian transparansi dalam perspektif administrasi bahwa transparansi sebagai suatu alat yang menjamin keleluasaan untuk individual memperoleh data-data mengenai pelaksanaan pemerintah, informasi menyangkut kebijakan, tahapan pembuatan dan proses pelaksaannya, dan hasil-hasil yang dicapai. (Krina, 2003)
Proses transparansi menurut Smith dalam Rahma et al, (2021) yaitu 1. Standard Procedural Requirements. Dalam hal pekerjaannya wajib melibatkan sumbangsih masyarakat. 2. Consultation Processes, Pemerintah wajib melaksanakan diskusi terbuka dengan masyarakat luas. 3. Permohonan Izin, pemeran utama untuk tahap maitanance, aturan yang tegas dan terbuka yang bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan ataupun korupsi. 
Tiga karakteristik transparansi menurut Mardiasmo, (2016) dalam Rahma et al, (2021) adalah:
1. Informative adalah pemberitaan informasi jelas dan sesuai mekanisme prosedur kepada pihak pengguna secara jelas dan tepat.
2. Jelas. Datanya harus benar-benar jelas tidak ada yang disembunyikan.
3. Keterbukaan (Oppenness)
4. Pengungkapan (Disclosure)
Disclousure  pada  skateholders atas kegiatan anggaran dan kinerja keuangan.
a. Keadaan keuangan.
b. Struktur Organisasi.
c. Bentuk yang terencana dengan output atas aktivitas yang telah digabungkan untuk mencapai hasil diinginkan.
(Agustinus Salle, 2019) mengungkapkan bahwa ada tiga tahapan regulasi transparansi keuangan yaitu :
1. Transparansi Tahapan Perencanaan Anggaran.
Aturan yang mewajibkan transaparansi dalam tahapan perencanaan anggaran dituangkan pada pasal 103 (Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 2006) mengenai tata laksana mengelola keuangan . Di aturan tersebut dijelaskan bahwa;
a. RAPERDA mengenai APBD dimaksudkan pada ayat (1)  disosialisaikan dulu di masyarakat sebelum di ajukan ke DPRD;
b. Sosialisasi RAPERDA APBD dimaksudkan di ayat2 sifatnya meberitahukan data mengenai hakkewajiban PEMDA dan masyarakat bagaimana dalam pelaksanaan APBD. 
c. Pemberitaan mengenai  RAPERDA APBD dilakukan oleh sekretaris daerah sebagai pengawas dalam hal  pengelolaan keuangan daerah.
d. RAPERDA APBD apabila telah disusun oleh Pejabat Keuangan daerah kemudian disampaikan pada pimpinan daerah.
Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerah masing-masing dengan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat.
2. Transparansi dalam tahapan pelaksanaan anggaran.
Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan anggaran diatur dalam (Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 2006), khususnya pada pasal yang mengatur Pengendalian Internal yakni:
a. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan. yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi. dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya. peraturan perundang-undangan.
b. Pengendalian intern yang dimaksud di ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Terciptanya aktivitas pengendalian baik;
2) Terlaksananya  penilaian resiko;
3) Terlaksananya kegiatan pengawasan;
4) Terlaksananya komunikasi;
5) Terlaksananya pengendalian yang terpantau.
c. Untuk peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pimpinan daerah mengatur dan melaksanakan sistem pengawasan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
3. Transparansi dalam Tahapan Laporan dan Pemeriksaan
Menurut KSAP disebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah :
1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat;
3. Lembaga. pengawas dan lembaga. pemeriksa;
4. Pihak yang. memberi donasi dan. investasi;
5. Pemberi pinjaman dan pemerintah. 
Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan. (LHP) yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak. termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur. dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa masyarakat berhak. memperoleh informasi dari hasil pemeriksaan BPK 
Transparansi memiliki indikator yang menurut Setyaningrum, (2017) dalam  Rahma et al, (2021) terbagi atas 4 indikator yakni:
1. Terdapatnya payung hukum untuk transparansi.
2. Masyarakat dapat. leluasa mengakses terkait dengan anggaran.
3. Terlaksananya audit. yang independen dan efektif.
4. Keterlibatan masyarakat.
Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government) yakni salah satunya melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan. Dalam (Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 2006) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan. yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatka. akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam upaya mencapai transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap organisasi publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mamesah dalam Nurhayati, (2004), Keuangan Daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban. pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem. dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam. penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efsiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance goverment) Nurhayati, (2004). Dan pada akhirnya akan mewujudkan horizontal accountability pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Mardiasmo, (2004) dalam Nurhadianto et al, (2019).
Dan pada dasarnya menurut  Mardiasmo, (2002) dalam Nurhadianto et al ,(2019) masyarakat memiliki hak kepada pemerintah daerah, yaitu:
1. Masyarakat mempunyai hak untuk di dengar aspirasinya.
2. Masyarakat berhak atas informasi terkait permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
3. Masyarakat memiliki hak mengetahui terkait kebijakan pemerintah, keputusan dan alasan yang dilakukannya suatu kebijakan.

2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan (financial statement) merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang (rupiah),(Darsono dan Ashari, 2005). Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa:
1. Masih terjaganya nilai mata uang.
2. Sesuai dengan dasar pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian. 
3. Perusahaan dipisahkan dari pemilik.
4. Perusahaan masih ada dan akan tetap ada.
5. Kegiatan perusahaan dapat dipisahkan menurut periode waktu.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi No.1 Laporan keuangan terdiri atas:
1. Neraca;
2. Laba Rugi;
3. Arus Kas;
4. LPE ;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tahun 2010 dalam (IKAPI, 2013) menyatakan bahwa  laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PSAP tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. LRA menyajikan  sumber, alokasi dari sumber daya ekonomi yang digunakan yang pengelolaannya oleh pemerintah pusat/daerah dalam periode pelaporan. Realisasi Anggaran selebihnya memuat unsur-unsur yakni: Pendapatan-LRA,Belanja,Transfer,Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, SILPA/SiKPA.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan SAL Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih;
c. SILPA/SIKPA Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi saldo Pembukuan Tahun sebelumnya;
e. Dan lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca yakni mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan yang memuat harta, kewajiban, dan modal.
4. Laporan Arus Kas memuat sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk waktu periode akuntansi.
5. Laporan Operasional (LO). 
6. LPE.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
Diamond, (2002) dalam (Salomi J. Hehanusa, 2015) mengemukakan bahwa informasi laporan keuangan dapat memberikan manfaat yakni:
1. Menggambarkan posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan semua harta dan kewajiban yang dimiliki;
2. Peningkatan transparansi dari kegiatan pemerintah yang pada umumnya pemerintah relative mempunyai harta dan kewajiban yang signifikan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pada top manajemen, yang tidak hanya memiliki tanggungjawab untuk kas masuk dan keluar serta  pada harta dan utang yang dikelola;
4. Membukakan informasi yang luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
Pada PP No. 24 tahun 2005 mengatur bahwa ada  kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, tapi tidak dibatasi pada masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, serta pihak-pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan pemerintah.
Badudu, (2007) dalam (Mirta Wijaya, 2019) aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yamg tersedia. 
Aksesibilitas mengenai laporan keuangan adalah untuk mempermudah pihak-pihak pengguna agar dengan mudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Budi Mulyana,(2003) dalam (Mirza Masyur, 2017). Kemudian Rohman, (2009) (Salomi J. Hehanusa, 2015), bahwa aksesibilitas dalam segi tata ruang adalah suatu keadaan mengenai adanya hubungan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau kemudahan bagi seseorang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan aman. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018)laporan keuangan pemerintah adalah hak masyarakat yang diberi oleh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah.
Fauziah, (2017) mengungkapkan bahwa dikatakan memenuhi trasparansi dan akuntabilitas jika informasi dalam laporan keuangan memenuhi transparansi. Pemda harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, akan tetapi harus bisa memfasilitasu masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:
1. Keterbukaan, LKPD harus di beritakan ke masyarakat luas.
2. Kemudahan, pemerintah harus bisa mempermudah pihak-pihak untuk mengakses laporan kuangan 
3. Accsesible, data laporan keuangan harus dapat leluasa di akses oleh semua pengguna melalui website.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui dan diakses. (Krina, 2003) Menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar,atau media lainnya.
Selanjutnya Riyani, (2004) dalam (Mirta Wijaya, 2019) beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah antara lain:

a. Ketersediaan informasi laporan keuangan
Laporan keuangan dibuat harus benar-benar ada dan sesuai kebutuhan  pengguna, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
b. Informasi laporan keuangan harus berkualitas.
c. Laporan harus di beritakan.
Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak juga atas informasi keuangan pemerintah agar dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2018). Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan  agar supaya bisa mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dengan mudah.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapat bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu
	
No
	
Peneliti
	
Judul

	
Metode
	
Hasil

	   1.
	 (Mirza Masyur, 2017)

	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai
	Metode Penelitian Kuantitatif
	· Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperbaiki pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
· Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
· Pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



2.3. Kerangka Pemikiran
Masalah mengenai aksesibilitas laporan keuangan dapat menjadi sesuatu yang sangat penting dijadikan perhatian dan dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Data LKPD dapat dikatakan sesuai transparansi dan akuntabilitas apabila Pemda memberikan keleluasaan akses laporan keuangannya. Masalah ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas kepada skateholders yang berkepentingan agar dapat mendapatkan data mengenai laporan keuangan dengan mudah (Mardiasmo, 2018)
Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Aksesibilitas Laporan  Keuangan (X)


Terwujudnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo



Gambar. 2.1 Kerangka Berpikir


2.4 Hipotesis
Berdasar pada teori, hasi-hasil pengujian dahulu, dan kerangka pemikiran  mengenai apakah aksesibilitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

















BAB III
OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Obyek Penelitian
Objek dalam penelitian ini yakni neraca dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Boalemo. 
3.2 Metode Penelitian
3.2.1	Metode yang digunakan
Metode penelitian yang  digunakan adalah Metode Penelitian Kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survey, dimana penelitian survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan pengujian hipotesis. Penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok atau utama. Sedangkan manurut Sugiyono (2018) Metode survey yaitu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang di pelajari adalah data-data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologi maupun psikologi.
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	
Dalam penelitian terdapat dua jenis  variabel yang terdiri dari :
1. Variabel bebas (Independent) atau disebut sebagai variabel X yaitu:
a. Aksesibilitas laporan keuangan yang syarat-syaratnya terdiri dari keterbukaan, kemudahan akses, dan accesibility.
2. Variabel tidak bebas (Dependent) yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah yakni transparansi tahap penganggaran, transparansi tahap pelaksanaan, transparansi tahap pemeriksaan.
Variabel diatas dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel X
	[bookmark: _Hlk124105455]
Variabel
	
Dimensi
	
Indikator
	
Skala

	


Aksesibilitas Laporan Keuangan (X)



(Krina, 2003)
	
· Data-data yang dimuat dalam SIKD adalah data yang terbuka dan dapat leluasa di akses oleh masyarakat.

	· Disiarkan atau dipublikasikan melalui:
1. Internet
2. Surat kabar
3. Media lainnya

· Laporan keuangan dikatakan memenuhi syarat aksesibilitas apabila LKPD disusun memenuhi kriteria:
1. Oppenness
2. Kemudahan
3. Accesibility 
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Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Y

	Variabel
	Dimensi
	Indikator
	Skala

	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  (Y)
























Sumber  (Hanifah, 2015)
	









1. Transparansi pada tahapan perencanaan anggaran
	a. RAPERDA belanja dan pendapatan yang telah disusun oleh pejabat keuangan disampaikan ke pimpinan daerah.
b. RAPERDA mengenai APBD yang dimaksud pada ayat (1) disosialisaskan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD,
c. Penyampaian RAPERDA pendapatan belanja diayat (2) sifatnya memberikan info untuk hak dan kewajiban pemda dan masyarakat dalam penggunaan anggaran.
d. Pemberitaan mengenai RAPERDA APBD dilakukan oleh SEKDA selaku pengelola keuangan daerah.
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	2. Transparansi pada Tahap Pelaksanaan anggaran.
	a. Agar kerja transparansi dan akuntabilitas meningkat maka diperlukan sistem pengendalian intern.
b. Maksud dari pengendalian intern adalah untuk memberikan jaminan memadai mengenai hasil,dan jaminan bagi keandalan laporan keuangan serta dipatuhinya peraturan. 
c. Pengendalian intern dimaksud kurang lebih memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Adanya area pengendalian yang sehat;
(2) Adanya nilai-nilai resiko;
(3) Terselengggaranya kegiatan pengendalian;
(4) Terlaksananya sistem informasi dan komunikasi;
(5) Terlaksananya kegiatan pemantauan pengendalian.

	

	
	3. Transparansi padaTahapan Pelaporan dan Pemeriksaan
	Laporan Hasil Audit yang sudah terbit disampaikan kepada DPRD dan dinyatakan dapat diakses oleh segala pihak. Akan tetapi LHP ini tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari hasil pemeriksaan BPK 

	


Dalam melakukan penelitian ini masing-masing variabel yang ada baik variabel independen maupun variabel dependen, akan dilakukan langkah - langkah sebagai berikut ini: 
1. Untuk variabel Independen Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) serta Variabel Dependent Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan skala likert (likert’s type item). 
2. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai grade dari sangat positif sampai sangat negatif 
3. Kuesioner disusun dengen menyiapkan 5 pilihan (option), setiap pilihan akan di berikan bobot yang berbeda seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Daftar Pilihan Kuesioner
	PILIHAN
	BOBOT

	Sangat setuju/selalu (sangat positif)
	5

	Setuju/Sering (positif)
	4

	Ragu-ragu/Kadang-kadang (netral)
	3

	Tidak setuju/Jarang (negativ)
	2

	Sangat tidak setuju/Tidak pernah (Sangat negatif)
	1



3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.3.1 Populasi
Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting guna mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan elemen-elemen dalam objek penelitian. Data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan atau digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan obyek yang akan diteliti baik itu berupa benda, manusia, dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunya kualitas dan karateristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya“. Sedangkan menurut Sudjana (2005) Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karateristik tertentu dari semua anggota kumpulanyang lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya.
Populasi pada penelitian ini adalah Skateholder dalam hal ini pihak-pihak pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 63 orang yang terdiri dari Anggota DPRD 30 orang, Mitra Kerja Pemerintah 20 Orang dan Masyarakat 13 orang.
3.2.3.2	Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2018). Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasi secara tepat, dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan penentuan penarikan sampel. Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampel jenuh tergolong non-probability sampling dimana menurut Sugiyono,(2018) bahwa metode sampel jenuh atau disebut sensus adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu Anggota Dewan Perwakilan Daerah berjumlah 30, Mitra Kerja Pemerintah Daerah 20, Masyarakat 13. Jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 orang.
[bookmark: _Hlk124108186]Tabel 3.4 Tabel Sampel Penelitian
	No
	Keterangan
	Jumlah

	1
	Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
	30

	2
	Mitra Kerja Pemerintah Daerah
	20

	3
	Masyarakat
	13

	Total
	63



3.2.4 Jenis dan Sumber Data
3.2.4.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data Kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada responden.
2) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi perusahaan atau sejarah Perusahaan.
3.2.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penyebaran kuesioner  kepada responden.
2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang di gunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi yaitu mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang berupa keterangan-keterangan dan informasi dimana yang menjadi sasaran interview adalah Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango
3. Kuesioner, dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.


3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu di perlukan suatu instrumen atau alat ukur yang valid dan andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum di gunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila di gunakan akan menghasilkan hasil yang objektif.
3.2.6.1 Uji Validitas
Pengujian vadilitas instrumen dengan menguji validitas konstruksi (construct validity), maka dapat di gunakan pendapat dari ahli (judgment experts), setelah instrumen dikonstruksikan dengan para ahli dengan cara di mintai pendapatnya tentang instrument yang telah di susun itu. Hal ini sependapat dengan Sugiyono (2018) mengatakan bahwa “Setelah pengujian konstruksi selesai dari para ahli, maka di teruskan uji coba instrument. Instrument yang telah di setujui para ahli tersebut di cobakan pada sampel di mana populasi di ambil. Setelah data di dapat dan di tabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi di lakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor instrument.”
Uji validitas di lakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dengan memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian validitas peneliti dengan menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh Pearson yang di kenal dengan rumus korelasi Pearson Product Moment (PPM) sebagai berikut.

Dimana:
r      = Angka korelasi
X    = Skor pertanyaan (ke-n) variabel X
Y    = Skor pertanyaan (ke-n) variabel Y
n     = Jumlah responden
XY = Skor pertanyaan dikali total pertanyaan 
dalam hasil analisis item teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan.
Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Sekaran (2011) menyatakan bahwa “Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum dianggap valid adalah r = 0,3. Jika korelasi antara butir dengan skor total < 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid, sebaliknya jika korelasi antara butir dengan skor total > 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. Kriteria korelasi Pearson Product Moment (PPM) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Koefisien Korelasi
	R
	Keterangan

	0,800 - 1,000
	Sangat tinggi / Sangat Kuat

	0,600 - 0,799
	Tinggi / Kuat

	0,400 - 0,599
	Cukup tinggi / Sedang

	0,200 - 0,399
	Rendah / Lemah

	0,000 - 0,199
	Sangat rendah / Sangat Lemah


Sumber : Riduwan (2008).
3.2.6.2 Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat di percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat di percaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di percaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengn kenyataannya, maka berapa kalipun di ambil, tetap akan sama. Untuk nenghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach menurut Ghozali (2005) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
k	=	Jumlah  instrument pertanyaan 
∑si2	=      Jumlah varians dalam setiap instrumen
s             =       Varians keseluruhan instrument
Suatu variabel di katakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 dan jika nilai cronbach alpha < 0,60 dikatakan tidak reliable (Ghozali, 2005). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.


3.2.7 Uji Asumsi Klasik / Konversi Data
3.2.7.1 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2005).
Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2005).
3.2.7.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).
3.2.7.3 Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
· Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
· Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas
3.2.7 Analisis Regresi Linear Sederhana
Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi linear sederhana. Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan sedangkan sebagai variabel bebas (independent variabel) adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun gambar dan persamaan regresi linear sederhana dapat dilihat sebagai berikut:ε

βγ£

Y
X

βy×

Gambar 3.1 Gambar Regresi Linear Sederhana
Adapun persamaan yang digunakan adalah:
[bookmark: _Hlk124134142]Y = α + βx + ε
Keterangan :
Y	=  Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
X1	=  Aksesibiltas Laporan Keuangan
a	=  Konstanta
b	= Koefisien X1
	x	     =  Koefisien regresi/slop
[bookmark: _Hlk124134310]       ε        = Variabel luar yang mempengaruhi y tapi tidak diteliti
3.2.8 Pengujian Hipotesis
1. Uji t (parsial)
[bookmark: _Hlk124134543]Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig < α. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kenyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika thitung  >  ttabel  (0,05), maka H1 diterima, H0 ditolak
2. Jika thitung  <  ttabel  (0,05), maka H1 ditolak, H0 diterima
[image: ]Nilai t dapat dihitung dengan rumus berikut:



Keterangan:
b 	: Koefisien regresi variabel independen
σb 	: Standar deviasi koefisien regresi variabel independen
2. Uji R2
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinan dilihat dari besarnya nilai R Square (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu kompetensi, penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan bumdes. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1 ). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) brarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Ghozali, (2009).
Pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R – Square. Kelemahan mendasari penggunaan R2 adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka R2 pati meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R – Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model, Ghozali, (2009). Oleh karena itu, digunakan Adjusted R – Square pada saat mengevaluasi model regresi linier sederhana.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Boalemo
	  Boalemo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten Boalemo beribu kota di Tilamuta dan merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Jumlah penduduk kabupaten Boalemo pada tahun 2021 sebanyak 147.038 jiwa.
	Pada tahun 1946, ketika Sulawesi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur, keswaprajaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 perihal pemebentukan Daerah Tingkat II di seluruh Sulawesi. Dalam UU ini Boalemo menjadi salah satu kawedanan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status kewedanan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang selanjutnya disusul oleh Permendagri Nomor 132 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya.
Kemudian bekas Kewedanan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi lima kecamatan, yakni ; Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Popayato. Menengok sejarah Boalemo pada masa lalu, serta mempertimbangkan jarak kendali pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang berpusat di Limboto, maka kemudian berkembang aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Apalagi saat itu dukungan telah disuarakan oleh Bupati Gorontalo dan DPRD setempat, juga adanya dukungan dari Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara sebelum berpisah Gorontalo menjadi provinsi. Kemudian Presiden RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899). 
Kemudian secara resmi Kabupaten Boalemo berdiri setelah diundangkannya pada tanggal 12 Oktober 1999. Pada saat berdiri Kabupaten Boalemo meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu; Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Popayato, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta,. Melihat perkembangan dan dinamika masyarakat Boalemo yang terjadi, serta Provinsi Gorontalo telah terbentuk maka pada tahun 2003 Boalemo dimekarkan lagi. Pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Pohuwato berdiri, wilayah ini tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo yang meliputi Lima kecamatan, yakni: 
1. Lemito,
2. Marisa,
3. Paguat,
4. Popayato, dan
5. Randangan menjadi wilayah Kabupaten Pahuwato dengan luas ± 4.244,31 km², serta berpenduduk 88.796 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 20,92 jiwa /km² pada tahun 1997.
Pembentukan Kabupaten Pohuwato sekaligus mengakhiri polemik ditengah masyarakat Kabupaten Boalemo, sebab di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 menyebutkan bahwa Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun harus memindahkan ibu kotanya dari Tilamuta ke Marisa. 
Sesuai dengan hasil data Sensus Penduduk 2010 (Mei 2010), luas wilayah Kabupaten Boalemo adalah 2.567,36 km² atau 21,02% dari luas Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penduduk 129.177 jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk 50,32 jiwa/km². 
Menurut data terakhir (September 2011), Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 wilayah kecamatan, yaitu: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta, dan Wonosari, serta 2 kelurahan dan 81 desa. 
Hingga saat ini desa yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai berikut: Kecamatan Mananggu: (1) Desa Mananggu; (2) Desa Buti; (3) Desa Tabulo; (4) Desa Tabulo Selatan; (5) Desa Kramat; (6) Desa Salilama; (7) Desa Kaaruyan; (8) Desa Bendungan; dan (9) Desa Pontolo. Kecamatan Botumoito: (1) Desa Bolihutu'o; (2) Desa Botumoito; (3) Desa Dulangea; (4) Desa Hutamonu; (5) Desa Patoameme; (6) Desa Potanga; (7) Desa Rumbia; (8) Desa Tapada'a; dan (9) Desa Tutulo. Kecamatan Tilamuta: (1) Desa Ayuhulalo; (2) Desa Bajo; (3) Desa Kecamatan Paguyaman Pantai : (1) Desa Apitalao; (3) Desa Bangga; (4) Desa Bubaa; (5) Desa Bukit Karya; (6) Desa Limbatihu; (7) Desa Lito; (7) Desa Olibu; (8) Desa Towayu. 


4.2 Hasil Penelitian
4.2.1	Deskripsi Penelitian
4.2.1.1	Gambaran Umum Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah skateholder yang berada di Kabupaten Boalemo yang berjumlah 63 orang. Dimana pemilihan skateholder dalam populasi pada penelitian ini karena mengingat skateholder pemerintah dalam hal ini terdiri dari anggota dewan sebagai pengguna laporan keuangan yang digunakan dalam hal pengambilan keputusan ataupun kebijakan menyangkut keuangan daerah, mitra kerja pemerintah daerah dalam hal ini pihak investor sebagai pengguna laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan untuk investasi, dan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Metode penarikan sampel ini adalah sampel jenuh dimana semua jumlah populasi dijadikan sampel. Berdasarkan data awal, sampel dalam penelitian ini yaitu Anggota DPRD 30 Orang, Mitra Kerja Pemerintah 20 Orang dan Masyarakat 13 Orang, jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 orang yang akan di gunakan sebagai sampel dan yang menjadi sumber data dalam penelitian. Data penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh responden atau yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut ditinggal dan diambil kembali antara 3 hari sampai 2 minggu setelah kuesioner diserahkan. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah
	Presentase

	Total kuesioner yang disebar
	63
	100%

	Jumlah kuesioner yang kembali
	63
	100%

	Kuesioner yang dapat digunakan
	63
	100%


Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 63 eksamplar (100%) kuesioner yang disebarkan pada 63 skateholder Kabupaten Boalemo yang dijadikan sampel yang berhubungan dengan aksesibilitas laporan keuangan. Terkumpul sebanyak 63 eksemplar atau 100% kuesioner yang kembali dari masing-masing responden , sebanyak 0 eksemplar atau 0% kuesioner tersebut tidak kembali dari responden. Hanya 63 eksampler atau 100% kuesioner yang dapat diolah datanya.
4.2.1.2 Karakteristik Responden
Sumber data adalah skateholder Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dijadikan sampel meliputi anggota dewan 30 orang, mitra kerja pemerintah 20 orang, masyarakat 15 orang. Jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 orang. 
1). Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Presentase

	1
	Laki-Laki
	32
	50,80 %

	2
	Perempuan
	31
	49,20 %

	Total
	63
	100 %


         Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
63 responden yang merupakan skateholder Pemerintah Kabupaten Boalemo yang berhubungan dengan aksesibilitas laporan keuangan terdiri dari 32 orang atau 50,80 % berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang atau sebanyak 49,20 %.
2). Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.3 
Tingkat Pendidikan Responden
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Presentase

	1
	SMA
	23
	36,50 %

	2
	S1 
	39
	61,90 %

	3
	S2
	1
	1,60 %

	Total
		63
	100 %


Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
	Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar skateholder Pemerintah Kabupaten Boalemo yang menjadi responden pada penelitian ini di dominasi tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 39 orang atau 61,90 % dari jumlah responden. Tingkat SMA sebanyak 23 orang atau 36,50 %, sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1,60 % dari seluruh jumlah responden.
4.3	Pengujian Intrumen Penelitian
4.3.1	Hasil Uji Statisitk Deskriptif
Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskriptif penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian.
Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.
4.3.1.1	Karakteristik Variabel Penelitian
	Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Bobot-bobot butir instrumen berdasarkan variabel terlebih dahulu dideskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot option  (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot option dengan frekuensi. Berikut proses perhitungan :
	Bobot terendah x Item x Jumlah Responden : 1 x 1 x 63 = 63
Bobot tertinggi x Item x Jumlah Responden : 5 x 1 x 63= 315
Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagai berikut : Rentang skalanya yaitu = 50,6
Tabel 4.4
Skala Penelitian Jawaban Responden
	No
	Rentang
	Kategori

	1
	63-114
	Sangat Rendah

	2
	115-166
	Rendah

	3
	167-218
	Sedang

	4
	219-270
	Tinggi

	5
	271-334
	Sangat Tinggi


	Sumber : Data Primer yang diolah, 2022



1) Aksesibilita Laporan Keuangan (X)
Hasil tanggapan responden variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) berdasarkan tabulasi dari jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari aksesibilitas laporan keuangan (X), menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4.5
Tanggapan responden mengenai aksesibiltas laporan keuangan (X)

	Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	17
	159
	27.0
	23
	187
	36.5
	24
	159
	38.1

	3
	11
	11
	17.5
	23
	23
	36.5
	15
	15
	23.8

	2
	25
	0
	39.7
	13
	0
	20.7
	14
	0
	22.2

	1
	10
	10
	15.9
	4
	4
	6.3
	10
	10
	15.9

	Jumlah
	63
	180
	100
	63
	214
	100
	63
	184
	100

	Keterangan
	Sedang
	Sedang
	Sedang

	



	Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5
	Pernyataan 6

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	17
	219
	27.0
	0
	0
	0

	4
	25
	221
	39.7
	23
	0
	36.5
	31
	194
	49.2

	3
	29
	29
	46.0
	12
	12
	19.0
	16
	16
	25.4

	2
	8
	0
	12.7
	11
	11
	17.5
	13
	0
	20.7

	1
	1
	1
	1.6
	0
	0
	0
	3
	3
	4.8

	Jumlah
	63
	251
	100
	63
	242
	100
	63
	213
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Tinggi
	Sedang

		Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 7
	Pernyataan 8
	Pernyataan 9

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	257
	42.9

	4
	24
	204
	38.1
	28
	187
	44.4
	17
	0
	27.0

	3
	19
	19
	30.2
	19
	19
	30.2
	16
	19
	25.4

	2
	18
	0
	28.5
	12
	0
	19.1
	3
	2
	4.8

	1
	2
	2
	3.2
	4
	4
	6.3
	0
	0
	0

	Jumlah
	63
	225
	100
	63
	210
	100
	63
	278
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Tinggi
	Sangat Tinggi

	
	
	
	

		Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 10
	Pernyataan 11
	Pernyataan 12

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	22
	221
	0
	21
	243
	33.3
	34
	284
	54.0

	4
	18
	18
	38.1
	0
	0
	38.1
	16
	0
	25.4

	3
	17
	0
	30.2
	24
	24
	20.6
	12
	12
	19.0

	2
	5
	0
	28.5
	13
	13
	7.9
	1
	1
	1.6

	1
	1
	1
	3.2
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	63
	240
	100
	63
	285
	100
	63
	297
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Sangat Tinggi
	Sangat Tinggi









	








Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 63 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada  variabel aksesibilitas laoran keuangan adalah sedang pada item pernyataan 1,2,3 artinya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kadang-kadang dipublikasikan di media massa kemudian pengguna laporan keuangan kadang-kadang dengan mudah dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah dan kadang-kadang masyarkat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo di internet. Untuk pernyataan 4 dan 5 memiliki skor tinggi dimana laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo sering dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dan untuk penggunaan website Kabupaten Boalemo sering dengan mudah dapat dioperasikan. Skor sedang untuk pernyataan 6 yakni kadang-kadang website Kabupaten Boalemo memiliki kemudahan untuk dijelajahi. Pernyataan 7 dan 8 memiliki skor tinggi dimana website Kabupaten Boalemo sering dengan mudah dapat diakses dan untuk tampilan visual website Kabupaten Boalemo sering memiliki tampilan yang menarik. Item pernyataan 9 memiliki skor sangat tinggi yang artinya penggunaan website Kabupaten Boalemo selalu menciptakan pengalaman penjelasan yang positif bagi setiap pengguna. Kemudian skor tinggi untuk pernyataan 10 artinya penggunaan website Kabupaten Boalemo sering menyediakan informasi yang akurat bagi penggunanya. Dan untuk pernyataan 11, 12 memiliki skor sangat tinggi yakni untuk penggunaan website Kabupaten Boalemo selalu menyediakan informasi yang relevan,akurat dan terkini.
Tabel 4.6
Tanggapan responden mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y)

	Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 1
	Pernyataan 2
	Pernyataan 3

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	31
	268
	49.2
	27
	250
	42.9

	4
	33
	221
	52.4
	24
	0
	38.1
	23
	0
	36.5

	3
	18
	18
	28.6
	6
	6
	9.5
	9
	9
	14.3

	2
	11
	0
	17.5
	2
	2
	3.2
	4
	4
	  6.3

	1
	1
	1
	1.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	63
	240
	100
	63
	276
	100
	63
	263
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Sangat Tinggi
	Tinggi



	Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 4
	Pernyataan 5
	Pernyataan 6

	
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	26
	284
	41.3
	0
	0
	0

	4
	32
	204
	50.8
	28
	0
	44.4
	24
	205
	38.1

	3
	20
	20
	31.7
	8
	8
	12.7
	21
	21
	33.3

	2
	9
	0
	14.3
	1
	1
	1.6
	16
	0
	25.4

	1
	2
	2
	3.2
	0
	0
	0
	2
	2
	3.2

	Jumlah
	63
	226
	100
	63
	293
	100
	63
	228
	100

	Keterangan
	Tinggi
	Sangat Tinggi
	Tinggi



	Bobot Kategori Resp
	Pernyataan 7
	Pernyataan 8
	Pernyataan 9

	
	F
	Skor
	F
	Skor
	%
	%
	F
	Skor
	%

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	35
	187
	27
	170
	42.9
	55.6
	27
	194
	42.9

	3
	15
	15
	16
	16
	25.4
	23.8
	21
	21
	33.3

	2
	8
	0
	13
	0
	20.6
	12.7
	12
	0
	19.1

	1
	5
	5
	7
	7
	11.1
	7.9
	3
	3
	4.8

	Jumlah
	63
	207
	63
	193
	100
	100
	63
	218
	100

	Keterangan
	Sedang
	Sedang
	Sedang



Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 63 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel transparansi pengelolaan keuangan umumnya berada pada standar kategori tinggi untuk pernyataan nomor 1,3,4 dan 6 yang artinya menurut pengguna laporan keuangan daerah bahwa laporan pemerintah daerah terkait operasional kegiatan masyarakat sering dapat diakses oleh masyarakat, untuk Informasi tentang keuangan daerah sering dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan Laporan keuangan daerah sering disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Untuk pernyataan nomor 2 dan 5 memiliki skor sangat tinggi yang artinya pemerintah daerah selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah serta selalu menerima kritik dan saran dari masyarakat dan untuk Laporan dana hibah dan bansos selalu dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan 7,8 dan 9 memiliki skor sedang yakni pemerintah daerah kadang-kadang menyampaikan informasi hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan ke pengguna laporan keuangan.
4.3.2 Uji Validitas
Uji validitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Mengukur validitas dapat menggunakan korelasi person dan dilakukan dengan cara melakukan korelasi sederhana antara masing-masing skor indikator pertanyaan terhadap total konstruk dengan menunjukkan hasil yang signifikannya dibawah 0,05. 
Hasil uji validitas pada dua variabel yang terdiri dari Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
1. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X)
Hasil pengujian validitas variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.7
Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan (X)
	ITEM KUESIONER
	KOEFISIEN KORELASI
	Alpha 
	KETERANGAN

	X1.1
	0.834
	0.03
	VALID

	X1.2
	0.769
	0.03
	VALID

	X1.3
	0.799
	0.03
	VALID

	X1.4
	0.708
	0.03
	VALID

	X1.5
	0.888
	0.03
	VALID

	X1.6
	0.799
	0.03
	VALID

	X1.7
	0.832
	0.03
	VALID

	X1.8
	0.802
	0.03
	VALID

	X1.9
	0.664
	0.03
	VALID

	X1.10
	0.686
	0.03
	VALID

	X1.11
	0.911
	0.03
	VALID

	X1.12
	0.499
	0.03
	VALID



Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua item variable aksesibiltas laporan keuangan memiliki nilat R lebih besar dari nilai r =0.03 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam penelitian dinyatakan valid.
2. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Hasil pengujian validitas variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.8
Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

	ITEM KUESIONER
	KOEFISIEN KORELASI
	Alpha 
	KETERANGAN

	Y1.1
	0.742
	0.03
	VALID

	Y1.2
	0.660
	0.03
	VALID

	Y1.3
	0.778
	0.03
	VALID

	Y1.4
	0.820
	0.03
	VALID

	Y1.5
	0.902
	0.03
	VALID

	Y1.6
	0.811
	0.03
	VALID

	Y1.7
	0.699
	0.03
	VALID

	Y1.8
	0.733
	0.03
	VALID

	Y1.9
	0.806
	0.03
	VALID


Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,03 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam penelitian tersebut valid.
4.3.3 Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsisten jawaban dari responden melalui pernyataan yang diberikan, menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan signifikan yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut : 
Tabel  4.9
Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat
	No
	Variabel
	Koefisien Alpha
	Nilai Alpha
	Keterangan

	1
	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X)
	0.774
	0.60
	Reliabel

	2
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
	0.782
	0.60
	Reliabel


Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) mempunyai nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan yang diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban yang sebelumnya.

4.4 Hasil Uji Hipotesis
4.4.1 Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2005). Uji multikoloneritas digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel  4.10
Hasil Uji Multikolonieritas
	Coefficientsa

	Collinearity Statistics

	Tolerance
	VIP

	0.754

	1.000



        Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Berdasarkan  tabel 4.10 terlihat bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.
4.4.2 Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa meembentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
[image: ]
Gambar  4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Berdasarkan gambar 4.1 grafik  scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu aksesibilitas laporan keuangan.

4.4.3 Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
· Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
· Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

[image: ]
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Berdasarkan gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diogonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.
4.4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana
Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi linear sederhana. Variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan sedangkan sebagai variabel bebas (independent variabel) adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.11
Model Persamaan Regresi
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized coefficients
	Standardized coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	8.923
	2.564
	
	3.480
	.001

	
	Aksesibilitas Laporan Keuangan
	.560
	.062
	.754
	8.978
	.000

	a. Dependent Variable : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah


Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :
Y = 8.923 + 0,560 X1+ +ε
Model tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut :
a) Nilai konstanta adalah 8.923 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (aksesibilitas laporan keuangan) bernilai (0), maka nilai variabel dependen (transparansi pengelolaan keuangan daerah) sebesar 8.923  satuan.
b) Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,560 satuan. Nilai tersebut bermakna jika Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) lebih ditingkatkan dan diefektifkan dengan cara pemberian akses laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan, maka variabel Transparasi Pengelolaan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,560 satuan atau 56%. 
c) Nilai R2 sebesar 0,569 atau 56,9 %  menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel dependen aksesibilitas laporan keuangan terhadap variabel dependen transparansi pengelolaan keuangan daerah variabel sedangkan sisanya 0,431 atau 43,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti dalam penelitian ini seperti dari sisi akuntabilitas laporan keuangan maupun pengendalian intern dalam hal pengelolaan keuangan. 
4.4.5 Hasil Uji t (Parsial)
Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, jika nilai signifikansi < dari 0,03 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.11 secara parsial dapat di simpulkan bahwa :
Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti  H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap trasnparansi pengelolaan keuangan daerah. Nilai t yang bernilai 8,978 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. 
4.4.6 Hasil Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo belum dapat diakses sepenuhnya oleh pengguna Laporan Keuangan,apalagi untuk pokok-pokok temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.   


4.4.7 Hasil Wawancara
Berdasar pada hasil wawancara peneliti dengan kepala Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo belum bisa di akses oleh para pengguna laporan keuangan karena belum ada peraturan kepala daerah yang mengatur untuk siapa-siapa yang dapat mengakses laporan keuangan. Alasan lain yang dikemukakan kenapa laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dapat diakses,yang ditakutkan akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4.4.8 Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Exel, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan berikut ini:
4.4.8.1 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) berpengaruh positif sebesar 0,560 satuan. terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama menyatakan “Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo diterima. Koefisien variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai signifikan 0,000 (Lebih kecil dari α = 0,05). Hal ini menyatakan bahwa semakin baik aksesibilitas mengenai laporan keuangan daerah semakin mempengaruhi transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan daerah tentunya berharap agar diberikan keleluasaan akses dalam hal informasi keuangan yang tentunya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tentu sejalan upaya pemerintah dalam hal perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui transparansi pengelolaan keuangan. 
Pemberian akses seluas-luasnya mengenai informasi keuangan ataupun laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam hal ini anggota DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan yang sebagai tolak ukur untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja pemerintah dan sebagai alat dalm hal pengambilan keputusan. Selain itu,laporan keuangan semakin dapat di akses,semakin bermanfaat bagi pihak-pihak yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam pemberian investasi dan donasi maupun pinjaman agar dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pembanding salam hal pemberian investasi. Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan salah satu syarat tercapainya transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 
 Untuk dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus di tuntut untuk terus menerus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya,yang dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pohak yang berkepentingan terutama masyarakat agar supaya bisa mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dengan mudah.
Berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan aksesibilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Boalemo masih sangat dibatasi, pemerintah daerah masih mempertimbangkan untuk mengakses seluas-luasnya informasi keuangan karena khawatir untuk disalahgunakan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Krina:2003) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet,surat kabar,atau media lainnya
Hasil pengujian analisis deskriptif secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel aksesibilitas laporan keuangan (X1) adalah sedang pada item pernyataan 1,2,3,6 artinya laporan keuangan daerah kadang-kadang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, untuk para pengguna laporan keuangan kadang-kadang dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, kemudian untuk akses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) masyarakat kadang-kadang dengan mudah mengakses laporan keuangan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya agency theory memiliki hubungan denga aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dimana pihak pemerintah daerah harus dapat membuka akses laporan keuangan terhadap para pengguna laporan keuangan seperti mitra kerja pemerintah daerah,aggota DPRD dan masyarakat. Dimana keterbukaan akses untuk laporan keuangan merupakan jaminan dari pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan pengambilan keputusan ataupun kebijakan bagi anggota DPRD,sebagai keputusan untuk pemberian donasi mapupun investasi bagi mitra kerja pemerintah daerah dan bagi masyarakat sebagai tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2018) mengungkapan transparansi disusun berdasarkan pondasi atas keleluasaan mendapatkan sumber-sumber data. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum secara langsung mudah didapat oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi wajib diketahui oleh banyak pihak, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mengenai proses keuangan daerah, atau dengan kata lain menyangkut  semua kebijakan pemerintah harus terus menerus dilakukan dengan terbuka dan dapat diketahui oleh public
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mirza Masyur, 2017) yang menyatakan bahwa untuk penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentunya dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik, karena tersaji dengan lengkap dengan jujur maka laporan keuangan semakin transparansi dan akuntabilitas. Untuk pemberian aksesibilitas laporan keuangan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingganya dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.





BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1	Kesimpulan
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
1.  Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,560 satuan.  Berdasarkan hasil tersebut maka H1 diterima.
5.2	Saran
	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka hal-hal yang dapat disarankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk lebih meningkatkan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah sebaiknya Pemerintah Kabupaten Boalemo membuka akses dalam hal laporan keuangan agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan agar supaya dapat dijadikan acuan dalam hal pengambilan keputusan oleh para skateholder pemerintah.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat meneliti mengenai variabel-variabel lain yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah seperti dilihat dari sisi pengendalian intern, moralitas dan budaya aparat,.
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LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN
DATA KUESIONER

Dengan hormat.
Perkenalkan nama saya Dinensi Mooduto. Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo yang sedang melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo)”. Kali ini saya selaku peneliti meminta kesediaan bapak/ibu/saudara/i pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (BKAD) untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner. Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh kepada bapak/ibu/saudara/i, karena penelitian ini dilakukan semata-mata hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih.
    Hormat Saya

Dinensi Mooduto


A. DATA RESPONDEN
Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon untuk Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan akan diperlakukan secara rahasia).
Lingkari untuk jawaban pilihan saudara.
a. Jenis Kelamin	:
1. Laki-Laki		2. Perempuan
b. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/I sudah bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo ?
1. 3-6 bulan		3.  6-3 tahun
2. 3-5 tahun		4. Di atas 5 tahun
c. Berapa usia anda saat ini?
1. 18-22 tahun		3.  27-32 tahun
2. 22-27 tahun		4. > 32 tahun
d. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara/I  ? 
1. SD	 2.SMP 	3.SMA/SMK 
  4. Lainnya…………….............................................
B.   PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu: 

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.
A. Transparansi Keuangan Daerah
	No
	Pernyataan

	1.
	Laporan pemerintah daerah terkait operasional kegiatan pemerintah  dapat diakses masyarakat.
a. Selalu dapat diakses oleh masyarakat.
b. Sering diakses oleh masyarakat.
c. Kadang-kadang dapat diakses oleh masyarakat.
d. Jarang dapat diakses oleh masyarakat.
e. Tidak pernah dapat diakses oleh masyarakat.

	2.
	Pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dan menerima kritik dan saran dari masyarakat.
a. Selalu menilai kinerja Pemerintah Daerah 
a. Sering menilai kinerja Pemerintah Daerah.
b. Kadang-kadang  menilai kinerja Pemerintah Daerah.
c. Jarang menilai kinerja Pemerintah Daerah.
d. Tidak pernah menilai kinerja Pemerintah Daerah.

	3.
	Informasi tentang keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya.
a. Selalu dapat diakses melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. 
b. Sering dapat diakses melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. 
c. Kadang-kadang dapat diakses melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. 
d. Jarang dapat diakses melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. 
e. Tidak pernah dapat diakses melalui media elektronik maupun media informasi lainnya. 



B. Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
	No
	Pernyataan

	1.
	APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
a. Selalu disusun dengan pendekatan kinerja. 
b. Sering disusun dengan pendekatan kinerja. 
c. Kadang-kadang  disusun dengan pendekatan kinerja.
d. Jarang disusun dengan pendekatan kinerja. 
e. Tidak pernah disusun dengan pendekatan kinerja. 

	2.
	Laporan dana hibah dan bansos dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahana. 
a. Selalu dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
b. Sering dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
c. Kadang-kadang dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
d. Jarang dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
e. Tidak pernah dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

	3.
	Laporan keuangan daerah disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
a. Selalu disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
b. Sering disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
c. Kadang-kadang  disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
d. Jarang disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
e. Tidak pernah disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

	4.
	Laporan keuangan daerah diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
a. Selalu diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
b. Sering diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
c. Kadang-kadang  diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
d. Jarang diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
e. Tidak pernah diaudit oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan.



C. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
	No
	Pernyataan

	1.
	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
a. Selalu dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
b. Sering dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
c. Kadang-kadang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
d. Jarang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
e. Tidak pernah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.

	2.
	Para pengguna laporan keuangan daerah dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
a. Selalu dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
b. Sering dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
c. Kadang-kadang dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
d. Jarang dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
e. Tidak pernah dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

	3.
	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.
a. Selalu dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.
b. Sering dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.
c. Kadang-kadang dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.
d. Jarang dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.
e. Tidak pernah dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah (LKPD/APBD) di internet.

	4.
	Laporan keuangan daerah dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.
a. Selalu dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.
b. Sering dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.
c. Kadang-kadang dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.
d. Jarang dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.
e. Tidak pernah dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah.



D. Kualitas Website
	No
	Pernyataan

	
	Ketergunaan website

	1.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id mudah dioperasikan?
a. Selalu dengan mudah untuk dioperasikan.
b. Sering dengan mudah untuk dioperasikan.
c. Kadang-kadang  dengan mudah untuk dioperasikan.
d. Jarang dengan mudah untuk dioperasikan.
e. Tidak pernah dengan mudah untuk dioperasikan.

	2.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memiliki kemudahan untuk dijelajahi?
a. Selalu dengan mudah untuk dijelajahi.
b. Sering dengan mudah untuk dijelajahi.
c. Kadang-kadang dengan mudah untuk dijelajahi.
d. Jarang dengan mudah untuk dijelajahi.
e. Tidak pernah dengan mudah untuk dijelajahi.

	3.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id mudah diakses?
a. Selalu dengan mudah untuk diakses.
b. Sering dengan mudah untuk diakses.
c. Kadang-kadang dengan mudah untuk diakses.
d. Jarang dengan mudah untuk diakses.
e. Tidak pernah dengan mudah untuk diakses.

	4.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memiliki tampilan/visual yang menarik?
a. Selalu dengan tampilan/visual yang menarik.
b. Sering dengan tampilan/visual yang menarik.
c. Kadang-kadang dengan tampilan/visual yang menarik.
d. Jarang dengan tampilan/visual yang menarik.
e. Tidak pernah dengan tampilan/visual yang menarik.

	5.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna?
a. Selalu menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna.
b. Sering menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna.
c. Kadang-kadang menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna.
d. Jarang menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna.
e. Tidak pernah menciptakan pengalaman penjelajahan yang positig bagi pengguna.

	
	Kualitas informasi

	1.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id menyediakan informasi yang akurat?
a. Selalu menyediakan informasi yang akurat.
b. Sering menyediakan informasi yang akurat. 
c. Kadang-kadang menyediakan informasi yang akurat.
d. Jarang menyediakan informasi yang akurat.
e. Tidak pernah menyediakan informasi yang akurat.

	2.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id menyediakan informasi yang dapat dipercaya?
a. Selalu menyediakan informasi yang dapat dipercaya.
b. Sering menyediakan informasi yang dapat dipercaya.
c. Kadang-kadang menyediakan informasi yang dapat dipercaya
d. Jarang menyediakan informasi yang dapat dipercaya
e. Tidak pernah menyediakan informasi yang dapat dipercaya

	3.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id menyediakan informasi yang akurat dan terkini?
a. Selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini.
b. Sering menyediakan informasi yang akurat dan terkini.
c. Kadang-kadang menyediakan informasi yang akurat dan terkini.
d. Jarang menyediakan informasi yang akurat dan Terkini.
e. Tidak pernah menyediakan informasi yang akurat dan terkini.

	4.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id menyediakan informasi yang relevan?
a. Selalu menyediakan informasi yang relevan.
b. Sering menyediakan informasi yang relevan.
c. Kadang-kadang menyediakan informasi yang relevan.
d. Jarang menyediakan informasi yang relevan.
e. Tidak pernah menyediakan informasi yang relevan.

	5.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail?
a. Selalu memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail.
b. Sering memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail.
c. Kadang-kadang memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail.
d. Jarang memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail.
e. Tidak pernah memberikan informasi yang akurat dan terperinci/detail.

	
	Kualitas interaksi

	1.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik?
a. Selalu memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik.
b. Sering memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik.
c. Kadang-kadang memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik.
d. Jarang memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik.
e. Tidak pernah memiliki tingkat keunggulan/reputasi yang baik.

	2.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan?
a. Selalu memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan.
b. Sering memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan.
c. Kadang-kadang memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan.
d. Jarang memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan.
e. Tidak pernah memberikan rasa aman dalam setiap pengaksesan.

	3.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id dapat melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website?
a. Selalu melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website.
b. Sering melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website.
c. Kadang-kadang melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website.
d. Jarang melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website.
e. Tidak pernah melindungi data pribadi dalam setiap pengaksesan website.

	4.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD?
a. Selalu memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD.
b. Sering memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD.
c. Kadang-kadang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD.
d. Jarang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD.
e. Tidak pernah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak BKAD.

	5.
	Apakah website bkad.boalemokabgo.id dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan?
a. Selalu dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan.
b. Sering dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan.
c. Kadang-kadang dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan.
d. Jarang dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan.
e. Tidak pernah dapat menjamin keakuratan data dan informasi yang disajikan.
















LAMPIRAN 2 : TABULASI DATA, DATA ORDINAL DAN KONVERSI KE INTERVAL


LAMPIRAN 3 : DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN
Frequency Tabel X
	X1.1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	10
	15.9
	15.9
	15.9

	
	2
	10
	15.9
	15.9
	31.7

	
	2
	15
	23.8
	23.8
	55.6

	
	3
	11
	17.5
	17.5
	73.0

	
	4
	17
	27.0
	27.0
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	4
	6.3
	6.3
	6.3

	
	2
	2
	3.2
	3.2
	9.5

	
	2
	11
	17.5
	17.5
	27.0

	
	3
	23
	36.5
	36.5
	63.5

	
	4
	23
	36.5
	36.5
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	10
	15.9
	15.9
	15.9

	
	2
	6
	9.5
	9.5
	25.4

	
	2
	8
	12.7
	12.7
	38.1

	
	3
	15
	23.8
	23.8
	61.9

	
	4
	24
	38.1
	38.1
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	1
	1.6
	1.6
	1.6

	
	2
	1
	1.6
	1.6
	3.2

	
	2
	7
	11.1
	11.1
	14.3

	
	3
	29
	46.0
	46.0
	60.3

	
	4
	25
	39.7
	39.7
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	11
	17.5
	17.5
	17.5

	
	3
	12
	19.0
	19.0
	36.5

	
	4
	23
	36.5
	36.5
	73.0

	
	5
	17
	27.0
	27.0
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.6

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	3
	4.8
	4.8
	4.8

	
	2
	2
	3.2
	3.2
	7.9

	
	2
	11
	17.5
	17.5
	25.4

	
	3
	16
	25.4
	25.4
	50.8

	
	4
	31
	49.2
	49.2
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.7

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	2
	3.2
	3.2
	3.2

	
	2
	6
	9.5
	9.5
	12.7

	
	2
	12
	19.0
	19.0
	31.7

	
	3
	19
	30.2
	30.2
	61.9

	
	4
	24
	38.1
	38.1
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.8

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	4
	6.3
	6.3
	6.3

	
	2
	2
	3.2
	3.2
	9.5

	
	2
	10
	15.9
	15.9
	25.4

	
	3
	19
	30.2
	30.2
	55.6

	
	4
	28
	44.4
	44.4
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.9

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	3
	4.8
	4.8
	4.8

	
	3
	16
	25.4
	25.4
	30.2

	
	4
	17
	27.0
	27.0
	57.1

	
	5
	27
	42.9
	42.9
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.10

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	1
	1.6
	1.6
	1.6

	
	2
	5
	7.9
	7.9
	9.5

	
	3
	17
	27.0
	27.0
	36.5

	
	4
	18
	28.6
	28.6
	65.1

	
	5
	22
	34.9
	34.9
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.11

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	5
	7.9
	7.9
	7.9

	
	3
	13
	20.6
	20.6
	28.6

	
	4
	24
	38.1
	38.1
	66.7

	
	5
	21
	33.3
	33.3
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	X1.12

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	1
	1.6
	1.6
	1.6

	
	3
	12
	19.0
	19.0
	20.6

	
	4
	16
	25.4
	25.4
	46.0

	
	5
	34
	54.0
	54.0
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



Frequency Tabel Y
	Y.1

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	1
	1.6
	1.6
	1.6

	
	2
	3
	4.8
	4.8
	6.3

	
	2
	8
	12.7
	12.7
	19.0

	
	3
	18
	28.6
	28.6
	47.6

	
	4
	33
	52.4
	52.4
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.2

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	2
	3.2
	3.2
	3.2

	
	3
	6
	9.5
	9.5
	12.7

	
	4
	24
	38.1
	38.1
	50.8

	
	5
	31
	49.2
	49.2
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.3

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	4
	6.3
	6.3
	6.3

	
	3
	9
	14.3
	14.3
	20.6

	
	4
	23
	36.5
	36.5
	57.1

	
	5
	27
	42.9
	42.9
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.4

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	2
	3.2
	3.2
	3.2

	
	2
	2
	3.2
	3.2
	6.3

	
	2
	7
	11.1
	11.1
	17.5

	
	3
	20
	31.7
	31.7
	49.2

	
	4
	32
	50.8
	50.8
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.5

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	2
	1
	1.6
	1.6
	1.6

	
	3
	8
	12.7
	12.7
	14.3

	
	4
	28
	44.4
	44.4
	58.7

	
	5
	26
	41.3
	41.3
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.6

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	2
	3.2
	3.2
	3.2

	
	2
	7
	11.1
	11.1
	14.3

	
	2
	9
	14.3
	14.3
	28.6

	
	3
	21
	33.3
	33.3
	61.9

	
	4
	24
	38.1
	38.1
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.7

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	4
	6.3
	6.3
	6.3

	
	1
	1
	1.6
	1.6
	7.9

	
	2
	8
	12.7
	12.7
	20.6

	
	3
	15
	23.8
	23.8
	44.4

	
	4
	35
	55.6
	55.6
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.8

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	7
	11.1
	11.1
	11.1

	
	2
	7
	11.1
	11.1
	22.2

	
	2
	6
	9.5
	9.5
	31.7

	
	3
	16
	25.4
	25.4
	57.1

	
	4
	27
	42.9
	42.9
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	



	Y.9

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	1
	3
	4.8
	4.8
	4.8

	
	2
	2
	3.2
	3.2
	7.9

	
	2
	10
	15.9
	15.9
	23.8

	
	3
	21
	33.3
	33.3
	57.1

	
	4
	27
	42.9
	42.9
	100.0

	
	Total
	63
	100.0
	100.0
	






LAMPIRAN 4 : UJI VALIDITAS & UJI REALIBILITAS
UJI VALIDITAS X
	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	X1.6
	X1.7
	X1.8
	X1.9
	X1.10

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	.630**
	.776**
	.603**
	.914**
	.516**
	.639**
	.569**
	.431**
	.498**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.2
	Pearson Correlation
	.630**
	1
	.663**
	.418**
	.752**
	.478**
	.571**
	.565**
	.556**
	.395**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.001
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.3
	Pearson Correlation
	.776**
	.663**
	1
	.548**
	.895**
	.426**
	.596**
	.555**
	.432**
	.477**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.4
	Pearson Correlation
	.603**
	.418**
	.548**
	1
	.672**
	.606**
	.563**
	.557**
	.218
	.480**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.086
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.5
	Pearson Correlation
	.914**
	.752**
	.895**
	.672**
	1
	.575**
	.669**
	.629**
	.433**
	.516**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.6
	Pearson Correlation
	.516**
	.478**
	.426**
	.606**
	.575**
	1
	.803**
	.833**
	.405**
	.429**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.001
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.7
	Pearson Correlation
	.639**
	.571**
	.596**
	.563**
	.669**
	.803**
	1
	.800**
	.492**
	.458**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.8
	Pearson Correlation
	.569**
	.565**
	.555**
	.557**
	.629**
	.833**
	.800**
	1
	.424**
	.413**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.001
	.001

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.9
	Pearson Correlation
	.431**
	.556**
	.432**
	.218
	.433**
	.405**
	.492**
	.424**
	1
	.534**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.086
	.000
	.001
	.000
	.001
	
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.10
	Pearson Correlation
	.498**
	.395**
	.477**
	.480**
	.516**
	.429**
	.458**
	.413**
	.534**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001
	.000
	

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.11
	Pearson Correlation
	.663**
	.608**
	.582**
	.585**
	.686**
	.871**
	.884**
	.852**
	.631**
	.661**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	X1.12
	Pearson Correlation
	.392**
	.406**
	.358**
	.248*
	.388**
	.211
	.146
	.157
	.547**
	.429**

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.001
	.004
	.050
	.002
	.097
	.254
	.221
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	TX1
	Pearson Correlation
	.834**
	.769**
	.799**
	.708**
	.888**
	.779**
	.832**
	.802**
	.664**
	.686**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63



	Correlations

	
	X1.11
	X1.12
	TX1

	X1.1
	Pearson Correlation
	.663**
	.392**
	.834**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.002
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.2
	Pearson Correlation
	.608**
	.406**
	.769**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.3
	Pearson Correlation
	.582**
	.358**
	.799**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.004
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.4
	Pearson Correlation
	.585**
	.248*
	.708**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.050
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.5
	Pearson Correlation
	.686**
	.388**
	.888**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.002
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.6
	Pearson Correlation
	.871**
	.211
	.779**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.097
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.7
	Pearson Correlation
	.884**
	.146
	.832**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.254
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.8
	Pearson Correlation
	.852**
	.157
	.802**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.221
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.9
	Pearson Correlation
	.631**
	.547**
	.664**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.10
	Pearson Correlation
	.661**
	.429**
	.686**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.11
	Pearson Correlation
	1
	.328**
	.911**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.009
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	X1.12
	Pearson Correlation
	.328**
	1
	.499**

	
	Sig. (2-tailed)
	.009
	
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	TX1
	Pearson Correlation
	.911**
	.499**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	63
	63
	63



	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



UJI VALIDITAS Y
	Correlations

	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Y.5
	Y.6
	Y.7

	Y.1
	Pearson Correlation
	1
	.418**
	.619**
	.553**
	.784**
	.492**
	.408**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.001
	.000
	.000
	.000
	.000
	.001

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.2
	Pearson Correlation
	.418**
	1
	.570**
	.425**
	.627**
	.436**
	.348**

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	
	.000
	.001
	.000
	.000
	.005

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.3
	Pearson Correlation
	.619**
	.570**
	1
	.722**
	.815**
	.545**
	.342**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.006

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.4
	Pearson Correlation
	.553**
	.425**
	.722**
	1
	.803**
	.614**
	.507**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.001
	.000
	
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.5
	Pearson Correlation
	.784**
	.627**
	.815**
	.803**
	1
	.643**
	.471**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.6
	Pearson Correlation
	.492**
	.436**
	.545**
	.614**
	.643**
	1
	.564**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.7
	Pearson Correlation
	.408**
	.348**
	.342**
	.507**
	.471**
	.564**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	.005
	.006
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.8
	Pearson Correlation
	.437**
	.281*
	.388**
	.540**
	.520**
	.633**
	.565**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.026
	.002
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	Y.9
	Pearson Correlation
	.454**
	.491**
	.414**
	.543**
	.615**
	.696**
	.663**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.001
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	TY
	Pearson Correlation
	.742**
	.660**
	.778**
	.820**
	.902**
	.811**
	.699**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63



	Correlations

	
	Y.8
	Y.9
	TY

	Y.1
	Pearson Correlation
	.437**
	.454**
	.742**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.2
	Pearson Correlation
	.281*
	.491**
	.660**

	
	Sig. (2-tailed)
	.026
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.3
	Pearson Correlation
	.388**
	.414**
	.778**

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.001
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.4
	Pearson Correlation
	.540**
	.543**
	.820**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.5
	Pearson Correlation
	.520**
	.615**
	.902**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.6
	Pearson Correlation
	.633**
	.696**
	.811**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.7
	Pearson Correlation
	.565**
	.663**
	.699**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.8
	Pearson Correlation
	1
	.721**
	.733**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	Y.9
	Pearson Correlation
	.721**
	1
	.806**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000

	
	N
	63
	63
	63

	TY
	Pearson Correlation
	.733**
	.806**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	

	
	N
	63
	63
	63



	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





UJI REALIBILITAS X
Scale: ALL VARIABLES
	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	63
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	63
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.774
	13



UJI REALIBILITAS Y
Scale: ALL VARIABLES
	Case Processing Summary

	
	N
	%

	Cases
	Valid
	63
	100.0

	
	Excludeda
	0
	.0

	
	Total
	63
	100.0



	a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.782
	10



LAMPIRAN 5 : ANALISIS REGRESI
	Descriptive Statistics

	
	Mean
	Std. Deviation
	N

	TY
	31.46
	6.281
	63

	TX1
	40.23
	8.460
	63




	Correlations

	
	TY
	TX1

	Pearson Correlation
	TY
	1.000
	.754

	
	TX1
	.754
	1.000

	Sig. (1-tailed)
	TY
	.
	.000

	
	TX1
	.000
	.

	N
	TY
	63
	63

	
	TX1
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ABSTRACT 


 


 


DINENSI MOODUTO.  E1119063.  THE EFFECT OF THE ACCESSIBILITY 


OF FINANCIAL REPORTS ON THE TRANSPARENCY OF REGIONAL 


FINANCIAL MANAGEMENT (AN EMPIRICAL STUDY OF BOALEME 


DISTRICT LOCAL GOVERNMENT) 


 


This study aims to find the effect of the accessibility of financial reports on the 


transparency of regional financial management (an empirical study of Boalemo 


district local government). This research applies quantitative research.  The 


population of this study covers 63 stakeholders in the Boalemo district. The 


sampling technique used in this study is non-probability sampling. The data 


collection techniques are from questionnaires, observation, interviews, and 


documentation.  The data sources in this study consisted of primary and secondary 


data. The data analysis technique applies simple linear regression analysis.  The 


results indicate that the accessibility of financial reports has a positive and 


significant effect on the transparency of regional financial management at 56.9% 


and the remaining 43.1% is affected by other variables unexamined in the model. 


 


Keywords: accessibility, financial statements, transparency, regional financial 


management 
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DINENSI MOODUTO.  E1119063.  PENGARUH AKSESIBILITAS 


LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN 


KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH 


KABUPATEN BOALEMO) 


 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 


terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah 


daerah kabupaten Boalemo). Penelitian ini menerapkan penelitian kuantitatif.  


Populasi penelitian ini adalah skateholder yang berada di kabupaten Boalemo yang 


berjumlah 63 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian 


ini adalah non-probability sampling. Teknik pengumpulan data dari kuesioner, 


observasi, wawancara serta dokumentasi.  Sumber data dalam penelitian ini terdiri 


dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menerapkan analisis regresi 


linear sederhana.  Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengaruh aksesibilitas 


laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi 


pengelolaan keuangan daerah sebesar 56,9% dan sisanya 43,1% dipengaruhi oleh 


variabel lain di luar model yang tidak diteliti.   


 


Kata kunci: aksesibilitas, laporan keuangan, transparansi, pengelolaan keuangan 


daerah 
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ABSTRAK 


 


DINENSI MOODUTO. E1119063. PENGARUH AKSESIBILITAS 


LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN 


KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten 


Boalemo) 


  


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 


terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Studi Empiris pada 


Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo). Penelitian ini menggunakan penelitian 


kuantitatif dimana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian 


yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti 


populasi atau sampel tertentu, metode penelitian berupa angka – angka dan analisis 


menggunakan statistik.  Populasi penelitian ini adalah skateholder yang berada di 


kabupaten Boalemo yang berjumlah 63 orang. Teknik pengambilan sampel yang 


digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling. Teknik 


pengumpulan data dari kuesioner, observasi, wawancara serta dokumentasi.  


Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik 


analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian 


mengindikasikan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh 


positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 


56,9 % dan sisanya 43,1 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak 


diteliti dalam penelitian ini seperti dari sisi akuntabilitas laporan keuangan maupun 


pengendalian intern dalam hal pengelolaan keuangan.   


 


Kata kunci: aksesibilitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah 
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BAB I 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 


Permbeluan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat 


merupakan Langkah nyata pemerintah dalam implementasi pelaksanaan pemusatan 


pemerintahan yang sebenarnya. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 


kepada pemerintah daerah bertujuan agar terwujudnya masyarakat sejahterah dari 


sisi penggunaan sumber daya, meningkatkan layanan maupun peran serta 


masyarakat. Dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, juga 


diharapkan supaya daerah mampu mencari pilihan lain melalui sumber pembiayaan 


pembangunan tanpa mengurangi anggapan bahea masih adanya dukungan anggran 


dari pemerintah pusat. (Mardiasmo,2018) 


Impementasi dari adanya pemusatan wewenang pada pemerintah daerah, 


maka pemerintah daerah wajib merancang belanja dan pendapatan daerah. APBD 


merupakan rancangan keuangan daerah yang dalam hal ini DPRD membahas dan 


menyetujuinya, dan diatur sesuai dengan (Perauturan Dalam Negeri Nomor 13 


TAhun 2006, 2006) APBD adalah alat yang digunakan sebagai perangkat yang 


tujuanya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang berada di tingkat 


daerah. 


Pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja daerah yang sejalan dengan 


(Undang-undang No.17 TAhun 2003, 2003) harus memenuhi asas-asas best 


practice yakni meliputi: Proporsioanlitas, akintabilitas yang berfokus pada hasil 







  


professional dalam hal transparansi, audit keuangan oleh badan pemeriksa yang 


bebas dan mandiri. 


Upaya nyata pertanggung jawaban keuangan daerah dalam hal terwujudnya 


prinsip pemelintahan yang baik salah satunya dengan mewujudkan pengelolaan 


keuangan yang transparansi dimana semua proses pemerintah atau Lembaga yang 


informasinya dapat leluasa di akses pihak yang memiliki kepentingan, dan data 


yang disediakan benar-benar memadai agar dapat dimengerti termasuk keluasaan 


akses untuk laporan keuangan. (Madiasmo, 2018) 


Transparansi pengelolaan keuangan telah manjadi kebutuhan masyarakat 


seiring diterbitkannya (Undang-Undang No.17 TAhun 2003, 2003) mengenai 


keuangan negara secara resmi menjadi komitmen Bersama dalam hal mengelola 


keuangan negara secara resmi menjadi komitmen Bersama dalam hal mengelola 


keuangan dengan mengadopsi hal-hal menjadi tiang pemerintahan yang baik dan 


dengan memenuhi azas patuh terhadap hukum, akuntabilitas dan transparansi. 


Untuk mengelola keuangan ada tiga tahapan transparansi ataupun keterbukaan 


seperti tertuang dalam (Undang-undang No.17 Tahun 2003, 2003) yakni; 1). 


Transparansi pada tingkat perencanaan anggaran/penganggaran, 2) Transparansi 


pada tingkat pelaksanaan anggaran,  3) Transparansi pada tingkat pelaporan 


anggaran. 


Kabupatn Baolemo adalah satu kabupaten di provinsi Gorontalo yang dalam 


hal transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahap penganggran sudah 


terlaksana dengan baik. Tahapan ini dibuktikan dengan terlaksananya tahapan 







  


perencanaan anggaran menurut aturan dalam (Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 


Tahun 2006, 2006) bahkan untuk anggaran tahun 2022 pemda Kabupaten Boalemo 


sudah melaksanakan penganggaran sesuai Permendagri yang sudah baru yakni 


Permendagri No. 64 Tahun 2020. Dalam hal penganggaran 


APBD, setelah semua sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD 


Kabupaten Boalemo, diinput pada system yang disebut Sistem Manajemen Daerah 


bahkan untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah berusaha menyempurnakan system 


peganggaran dari Kementrian Dalam Negeri yang disesbut Sistem Informasi 


Pemenrintahan Daerah atau (SIPD). Dalam hal pelaksanaan 


anggaran,pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo melaksanakan penerapan 


system transaksi Non Tunai sebagaimana keputusan Bupati Boalemo Nomor 8 


tahun 2018. Seluruh pemegang kas dalam hal ini bendahara-bendahara Satuan 


Kerja Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan trasaksi pembayaran 


dengan system kas non tunai melalui bank yang ditunjuk oleh Pemda Boalemo. 


Sebagai wujud pertanggaung jawaban keuangan pemerintah daerah dalam 


hal pelaporan PEMDA Kabupaten boalemo Menyusun laporan keuangan setiap 


tahunnya. Laporan keuangan PEMDA kabupaten boalemo disusun berdasarkan 


SAP basis akrual yakni LRA,laporan saldo anggaran lebih,neraca, LO,LAK,LPE 


dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dalam kurun lima tahun laporan 


keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten boalemo berturut – turut terdapat 


peringkat opini WTP Untuk LKPD tahun buku 2017 s/d 2021 dari badan pemeriksa 


keuangan (BPK). 







  


Terlepas dari upaya pemda kabupaten boalemo dalam mewujudkan 


pemerintahan yang baik yang memenuhi asas – asas transparansi, teryata masih 


sangat jauh dari yang diharapkan,terbukti dalam dua tahun terakhir mencuatnya 


kasus penyelewengan dana yanmg dibuat oleh oknum – oknum yang tidak 


bertanggung jawab dalam hal ini kasus korupsi dana hibah komite olahraga nasional 


Indonesia (KONI) kabupaten boalemo seperti yang dilansir liputan 6 news.com 


yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 700 juta. Selain itu korupsi mega 


proyek pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU – TS) yang sampai 


saat ini menurut sumber www.kejaksaan.go.id telah memasuki tahap II dan akan 


segera disidangkan. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan salah satu variable  


penting menyangkut good governance dimana transparansi perlu untuk diwujudkan 


pada tahap kebijakan dan dalam tahap pengadministrasian anggaran. Semangat 


dalam hal tranparansi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses 


melaksanakan pemerintah pada umumnya dan proses kegiatan keuangan daerah 


pada khususnya. Sumarsono, (2009) dalam (Mirza Masyur,2017). 


Dalam hal aksebilitas laporan keuangan,pemerintah daerah kabupaten 


boalemo belum mengatur dalam peraturan kebijakan daerah untuk siapa – siapa saja 


yang dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Sehinggahnya untuk 


akses laporan keuangan masih sangat dibatasi oleh pemerintah daerah dengan 


alasan agar laporan keuangan daerah tidak disalah gunakan. Hal ini tentu saja dapat 


mempengaruhi transparansi dalam hal prosedur pelaksanaan keuangan daerah 


karena sejatinya pemerintah wajib untuk menyampaikan data keuangan yang 
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dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi (salomi J. 


Hehanusa,2015). 


Mengingat pentingnya aksebilitas laporan keuangan mempengaruhi 


tranparansi pengelolaan keuangan sebagai wujud implementansi UU Nomor 33 


tahun 2004 tentang penyeimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah 


daerah pasal 103, menyatakan untuk data yang dimuat dalam SIKD adalah data 


yang leluasa dapat diketahui, dan dapat diperoleh masyarakat, yang dalam artian 


pemda harus membuka keleluasaan akses laporan keuangan untuk pihak 


skateholder demi tranparansi pengelolaan keuangan daerah.  


Pengujian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan aksebilitas laporan 


keuangan terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dilakukan oleh 


(Mirza Masyur,2017) yang menyatakan untuk penyajian laporan keuangan dan 


aksebilitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada transparansi dan 


akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena semakin baik penyajian laporan 


keuangan daerah tentunya dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah 


menjadi baik, karena tersaji dengan lengkap dan jujur maka laporan keuangan 


semakin transfaransi dan akuntabilitas sedangkan untuk aksebilitas laporan 


keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan 


keuangan daerah. Untuk memberikan keleluasaan akses dalam penggunaan data 


informasi laporan keuangan dapat meciptakan transparansi dan aksebilitas 


sehingganya dapat membuat kepercyaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 


daerah.  







  


Bercermin pada permasalahan – permasalahan yang telah dikemukakan dan 


mengingat pentingnya neraca dan akses laporan keuangan terhadap transparansi 


pengelolaan keuangan maka penelitian mempunyai maksud untuk melakukan 


penelitian dengan judul “ Pengaruh Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap 


Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 


Boalemo” 


1.2 Rumusan Masalah  


Bercermin pada fenomena yang sudah dijabarkan pada latar belakang 


diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar pengaruh 


aksebilitas laporan keuangan (X) terhadap transparansi pengelolaan keuangan 


daerah (Y) pemerintah daerah kabupaten boalemo? 


1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  


1.3.1 Maksud Penelitian  


Penelitian ini mempunyai maksud untuk memperoleh informasi mengenai 


pengaruh neraca dan aksebilitas laporan keuangan terhadap tranparansi pengelolaan 


keuangan daerah pemerintah kabuapten boalemo. 


1.3.2 Tujuan Penelitian  


Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni untuk mengukur besarnya 


pengaruh aksebilitas laporan keuangan (X) terhadap transparansi pengelolaan 


keuangan daerah (Y) pemerintah daerah kabupaten bolaemo. 


1.4 Manfaat Penelitian  







  


Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan maupun penelitian skripsi ini 


adalah :  


1. Manfaat Teoritis  


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 


pengembangan ilmu akuntansi khususnya menyangkut tranparansi dalam 


mengelola keuangan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian 


selanjutnya. 


2. Manfaat Praktis  


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 


bermanfaat terkait dengan tranparansi dalam hal mengelola keuangan di 


pemda kabupaten boalemo agara dalam mengelola keuangan dikelola 


dengan baik serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai 


hal – hal yang mempengaruhi tranparansi pengelolaan keuangan daerah.  


3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya 


Penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan mengenai pengelolaan 


keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku dan sebagai bahan referensi 


bagi penelitian selanjunya. 


 


 


 







  


 


 


 


BAB II 


KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 


2.1 Kajian Pustaka  


2.1.1 Argency Theory (Teori Keagenan) 


Subaweh (2008) dalam (bandariy,2011) mengungkap bahwa teori keagenan 


dalam pemerintahan daerah dipratekkan sejak mulai pelaksanaan kewenangan 


ditingkat daerah sejak tahun 1999. Dalam keagenan ini dapat dikaji dari dua sisi 


perspektif  yankni hubungan antara eksekutif dan legislative, dan rakyat. Yang 


proses akhirnya berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, tapi nilainya memiliki 


nilai negative dari perilaku opportunistic. Hal ini dikarenakan pihak agen 


mempunyai kelebihan yakni memiliki data keungan dibandingkan pihka 


principal,sedangkan dari pihak penguasa bisa jadi menggunakan kewenagan karena 


merasa memiliki kelebihan kekuasaan 


Teori agen ini menyatakan bahwasannya agen memilih bersikap oportunis 


dan lebih baik tidak mempunyai rasa suka terhadap resiko (risk averse). Baridwan 


(2007) dalam (Bandary,2011). Sebagai wujud pertanggung jawaban pemda sebagai 


pihak penguasa tidak menyediakan bentuk laporan keungan yang dapat 


dipertanggungjawabkan, tetapi seberapa pentingnya penyajian laporan keuangan 
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untuk transparansi pengelolaan keuangan dan bagaimana pemerintah membuka 


akases laporan keuangan untuk para stakeholder. Pemda sebagai distributor atau 


agen akan lebih memilih tidak menghadapi resiko akan kiris kepercayaan pengguna 


laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Karenanya, pemda akan 


lebih menampilkan kerja pemnerintah apakah selama ini baik dalam hal 


transparansi dalam pengelolaan keungan daerah. 


Teoria agency dan penelitian ini mempunyai hubungan yakni pengelola 


pemerintah harus mampu menciptakan keterbukaan dalam hal ini transparansi 


sebagai suatu Tindakan yang memberikan garansi atau keleluasan bagi setiap 


masyarakat agar memperoleh informasi mnegenai pelaksanaan kegiatan dan 


pencapaian yang telah dicapai. (Mardiasmo, 2018) mengungkapkan tansparansi 


disusun bedasarkan pondasi atas keleluasaan mendapatkan sumber-sumber data. 


Informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum secara langsung mudah 


didapat oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi wajib diketahui oleh banyak 


pihak, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mengenail proses keungan daerah, 


atau dengan kata lain menyangkut semua kebijakan pemerintah harus terus menerus 


dilakukan dengan terbuka dan dapat diketahui oleh publik. 


2.1.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 


         Menurut Rusdiana et al,(2018) dalam Rahma et al, (2021) definisi tansparansi 


adalah pemberian data mengenai keuangan yang benar kepada masyarakat untuk 


mengetahui secara terbuka yang menyangkut semua pertanggung jawaban 







  


pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimanfaatkan dan sejauh mana 


pemerintah patuh terhadap perundang-undangan 


Pengertian transparansi dalam perpektif administrasi bahwa transparansi sebagai 


suatu alat yang menjamin keleluasaan untuk individual memperoleh data-data 


mengenai pelaksanaan pemerintah, informasi menyangkut kebijakan, tahapan 


pembuatan dan proses pelaksanaanya, dan hasil-hasil yang dicapai. (Krina, 2003) 


Proses tansparansi menurut Smith dalam Rahma et al, (2021) yaitu 1. Standart 


Procedural Requirements. Dalam hal pekerjaannya wajib melibatkan sumbangsih 


masyarakat. 2. Consultation Processes, Pemerintah wajib melaksanakan dsikusi 


terbuka dengan masyarakat luas. 3. Permohonan Izin, pemeran utama untuk tahap 


maitanance aturan yang tegas dan terbuka yang bertujuan untuk menghindari 


adanya kecurangan ataupun korupsi. 


Tiga karakteristik transparansi menurut Mardiasmo, (2016) dalam Rahma et al, 


(2021) adalah: 


1. Informatife adalah pembertaan informasi jelas dan sesuai mekanisme 


prosedur kepada pihak pengguna secara jelas dan tepat. 


2. Jelas. Datanya harus benar-benar jelas tidak ada yang di sembunyikan  


3. Keterbukaan (Oppenness) 


4. Pengungkapan (Disclosure) 


Disclousure pada stakeholder atas kegiatan anggaran dan kinerja keuangan.. 


a. Keadaan keuangan  







  


b. Struktur Organisasi 


c. Bentuk yang terencana dengan output atas aktifitas yang telah 


digabungkan untuk mencapai hasil diinginkan 


(Agustinus Salle, 2019) mengungkapkan bahwa ada tiga tahapan 


regulasi transparansi keuangan yaitu: 


1. Transparansi Tahapan Perencanaan Anggaran 


Aturan yang mewajibkan transparansi dalam tahapan perencanaan 


anggaran dituangkan pada pasal 103 (Peraturan Dalam Negeri 


Nomor 13 Tahun 2006, 2006) mengenai tata laksana mengelola 


keuangan. Di aturan tersebut dijelaskan bahwa; 


a. RAPERDA mengenai APBD dimaksudkan pada ayat (1) 


disosialisasikan dulu dimasyarakat sebelum di ajukan ke DPRD; 


b. Sosialisasi RAPERDA APBD dimaksudkan di ayat – ayat 


sifatnya memberitahuan data mengenai hak kewajiban PEMDA 


dan masyarakat bagaiamana dalam pelaksanaan APBD. 


c. Pemberitahuan mengenai PAPERDA APBD dilakukan oleh 


sekretaris daerah sebagai pengawasan dalam hal pengelolaan 


keuangan daerah. 


d. PAPERDA APBD apabila telah disusun oleh penjabat keuangan 


daerah kemudian disampaikan pada pimpinan daerah. 







  


Dalam system informasi keuangan daerah (SIKD) 


pemerintah daerah menyelengarakan SIKD di daerah masing – 


masing dengan menyampaiakan informasi keuangan kepada 


masyarakat.  


2. Transparansi dalam tahapan pelaksanaan anggaran  


Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan anggaran diatur 


dalam (peraturan dalam negri no. 13 tahun 2006), khususnya pada 


pasal yang mengatur pengendalian internal :  


a. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 


merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kayakinan 


yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah 


yang tercermin dari kendala laporan keuangan, efisiensi dan 


efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi 


peraturan perundang – undangan.  


b. Pengendalian intern yang dimaksud diayat (2) sekurang – 


kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :  


1. Terciptannya aktivitas pengendalian  


2. Terlaksanaanya penelaian resiko 


3. Terlaksananya kegiatan pengawasan  


4. Terlaksananya komunikasi  


5. Terlaksananya pengendalian yang terpantau. 
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c. Untuk peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas 


pengelolaan keuangan daerah, pimpinan daerah mengatur dan 


melaksanakan system pengawasan yang baik dilingkungan 


pemerintahan daerah yang dipimpinnya.  


3. Transparansi dalam tahapan laporan dan pemeriksaan 


Menurut KSAP disebutkan kelompok utama pengguna laporan 


keuangan peemrintah adalah :  


1. Masyarakat  


2. Wakil rakyat 


3. Lembaga pengawasan dan Lembaga pemeriksa 


4. Pihak yang memberi donasi dan investasi 


5. Pemberi pinjaman dan pemerintah 


Dalam pasal 19 undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang 


pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 


diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang sudah 


disampaikan kepada Lembaga perwakilan,dinyatakan terbuka 


untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak termasuk 


laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam 


peraturan perundang – undangan. Ketentuan ini menjelaskan 


bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari 


pemeriksaan BPK. 
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Transparansi memiliki indicator yang menurut setyaningrum (2017) dalam rahma 


et al, (2021) terbagi menjadi 4 yaitu :  


1. Terdapatnya payung hukum untuk tranparansi  


2. Masyarakat dapat leluasa mengakses terkait dengan anggaran  


3. Terlaksanannya audit yang indenpenden dan efektif  


4. Keterlibatan masyarakat 


Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan 


pemerintahan yang baik yakni salah satunya melaksanakan pengelolaan 


keuangan secara transparan. Dalam (peraturan dalam negeri nomor 13 tahun 


2006) tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa transparansi 


merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 


mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang 


keuangan daerah. Dalam upaya mencapai transparansi pengelolaan keuangan 


pemerintah menetapkan undang – undang no. 14 tahun 2008 tentang 


keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap organisasi publik 


menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat, tepat 


waktu, biaya ringan dan sederhana.  


Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal – hal yang 


berhubungan dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Menurut 


mamesah dalam nurhayati (2004), keuangan daerah diartikan sebagai semua 


hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan 
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keuangan daerah adalah subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan 


merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  


Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk 


efektifitas dan efisiesnsi penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang baik 


(Nurhayati 2004). Dan pada akhir akan mewujudkan horizontal accountability 


pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah 


yang bersih, efektif,akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan 


kepentingan masyarakat. Mardiasmo (2004) dalam nurhadianto et al,(2019) 


Dan pada dasarnya menurut mardiasmo (2002) dalam nurhadianto et al 


(2019) masyarakat memiliki hak kepada pemerintah daerah, yakni  


1. Masyarakat mempunyai hak untuk didengar aspirasi  


2. Masyarakat berhak atas informasi terkait permasalahan yang menjadi 


perdebatan publik  


3. Masyarakat memiliki hak mengetahui terkait kebijakan pemerintah, 


keputusan dan alasan yang dilakukannya suatu kebijakan. 


2.1.3 Aksebilitas Laporan Keuangan  


Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan 


keuangan (finansial statement) merupakan peryataan manajemen tentang kondisi 


perusahaan yang diuangkan dalam bentuk mata uang rupiah (darsono dan ashari 


2005). Laporan keuangan disususn dengan asumsi bahwa :  


1. Masih terjaga nilai mata uang  
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2. Sesuai dengan dasar pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian 


3. Perusahaan dipisahkan dari pemilik 


4. Perusahaan masih ada dan akan tetap ada 


5. Kegiatan perusahaan dapat dipisahkan menurut periode waktu 


    Menurut Pernyataan Standar Akuntansi No.1 Laporan Keuangan Terdiuri Atas : 


1. Neraca ; 


2. Laba Rugi; 


3. Arus Kas; 


4. LPE; 


5. Catatan atas Laporan Keuangan 


Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tahun 2010 dalam, 


(IKAPI,2013) mwnyatakan bahwa laporean keuangan disusun untuk 


menyediakan informasi yangb relevan bahwa laporan keuangan dan seluruh 


transaksi yang di lakukan oleh suiatu entitas pelaporan selama satu periode 


pelapoeran komponen laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan 


PSAP tahun 2010 adalah sebagai berikut: 


1. Lra menyajikan sumber, alokasi dari sumber daya ekonomi yang di gunakan 


yang pengelolaannya oleh pemerintah pusat / daerah dalam periode 


pelaporan realisasi anggaran selebihnya memuat unsur- unsur yakni : 
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pendapatan – LRA,Belanja, Transfer, Surplus/ deficit-LRA,Pembiayaan, 


SILPA/SiKPA. 


2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan SAL Lebih 


menyajikan secara komporatif dengan perode sebelumnya pos-pos  sebagai 


berikut 


a. Saldo Anggaran Lebih awal; 


b. Pemanfaatan Salso Anggaran Lebih; 


c. SILPA / SIKPA Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 


d. Koreksi saldo Pembukuan Tahun sebelumnya; 


e. Dan lain – lain; 


f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 


3. Neraca yakni mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan yang 


memuat harta, kewajiban, dan modal. 


4. Laporan Arus Kas memuat sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara 


kas untuk waktu periode akuntansi. 


5. Laporan Operasional (LO). 


6. LPE 


7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 


Diamond (2002) Dalam (Salomi J. Hehanusa, 2015) mengemukakan bahwa 
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informasi laporan keuangan dapat memberikan manfaat yakni : 


1. Menggambarkan posisi kewuangan perusahaan dengan menunjukan 


semua haeta dan kewajiban yang dimiliki; 


2. Peningkatan transparansi dari kegiatan pemerintah yang pada 


umumnya pemerintah relative mempunyai harta dan kewajiban yang 


signifikan. 


3. Meningkatkan akuntabilitas pada top manajamen, yang tidak hanya 


memiliki tanggung jawab untuk kas masuk dan keluar serta pada harta 


dan utang yang dikelola.  


4. Membuka informasi yang luas yang dibutuhkan untuk pengambilan 


keputusan. 


Masyarakat, wakil rakyat, Lembaga pengawasan dan pemeriksaan, serta pihak yang 


menyumbangkan atau ikut serta dalam proses  pemberian sumbangan, penanaman 


modal, dan pinjaman, dan pemerintah merupakan kelompok pengguna utama 


laporan keuangan pemerintah, menurut pp no. 24 tahun 2005. 


     Badudu (2007) dalam (Mirta Wijaya 2019) aksesibilitas adalah tingkat 


kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yag menjadi ukuran adalah jarak, 


waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia 


     Aksesibilitas mengenai laporan keuangan adalah untuk mempermudah pihak – 


pihak pengguna agar dengan mudah mendapatkab informasi yang berkaitan dengan 


laporan keuangan Budi Mulyana, (2003) DALAM (Mirza Masyur, 2017) 
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Kemudian Rohman, (2009) (Salomi J. Hehanusa, 2015), bahwa aksesbilitas dalam 


segi tata ruang adalah suatu keadaan mengenai adanya hubungan dari sutau tempat 


ke tempat yang lain atau kemudahan bagi seseorangh untuk bergerak dari satu 


tempat ke tempat yang lainnya dengan aman. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 


2018) laporan keuangan pemerintah adalah hak masyarakat yang diberi oleh 


pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah.  


     Fauziah, (2017) mengungkapkan bahwa diakatakan memenuhi transparasi dan 


akuntabilits jika informasi dalam laporan keuangan memenuhi transparansi pemda 


harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar 


menyampaikannnya ke DPRD, akan tetapi harus bisa memfasilitasi masyarakat luas 


agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan 


demikian pemerintah daerah harus memenuhi ; 


1. Keterbukaan, LKPD harus di beritakan ke masyarakat Luas. 


2. Kemudahan, pemerintah harus bisa mempermudah pihak – pihak untuk 


mengakses laporan keuangan 


3. Accsesible, data laporan keuangan harus dapat leluasa di akses oleh 


semua pengguna melalui website 


  Informasi dalam sitem informasi keuangam daerah didefinikasikan    


sebagai open data berdaaarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 


tentang perimbangam antara pusat dan daerah serta dapat di ketahui dan di 


akses. (Krina,2003) menjelaskan bagaimana pemerintah daerah harus 
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menyediakan laporan keuangam sscara online, di surat kabar, atau melalui 


mredia lain kepada khalayak luas. 


     Selanjutnya Riyani, (2004) dalam (Mirta Wijaya, 2019) beberapa factor 


yang mempengaruhi aksesibilitasb laporan keuangan daearah antara lain : 


a. Ketersediaan informasi laporan keuangan 


Laporan keuangan di buat harus benar – benar ada dan sesuai 


kebutuhan pengguna, dan dapat digunakan untuk pengambilan 


keputusan 


b. Informasi laporan keuangan harus berkualitas 


c. Laporan harus di beritakan 


Publik berhak mengakses data kieuangan pemerintah sebagai pihak yang 


menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana publik 


sehingga dapat menilai kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2018). Jika 


pemerintah daerah terus membuat laporan keuanganya lebih mudah 


diakses, informasi tentang meraka dapat mememnuhi nilai nilai 


transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dicapai dengan 


mempermudah berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengakses 


informasi mengenai laporan keuangan. 


2.2 Penelitian Terdahulu. 


Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapat bahan perbandingan dan 


acuan. Selain itu untuk menghidari anggapan kesamaan dengan penelitian 
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ini maka dalam penelitian ini peneliti menyajikan penelitian-penelitian 


terdahulu yaitu dapat dilihat pada table berikut ini: 


   Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 


2.3 Kerangka Pemikiran 


Masalah mnegenai aksesibilitas laporan keuangan dapat menjadi sesuatu yang 


sangat penting dijadikan perhatian dan dapat mempengaruhi transparansi 


pengelolaan keuangan daerah. Data LKPD dapat dikatakan sesuai transparansi dan 


akuntabilitas apabila Pemda memberikan keleluasan akses laporan keuanganya. 


Masalah ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasiltas kepada stakholders 


yang berkepentingan agar mendapatkan data mengenai laporan keuangan dengan 


mudah (Mardiasmo, 2018) 


 


No 


 


Peneliti 


 


Judul 


 


 


Metode 


 


Hasil 


   1.  (Mirza 


Masyur, 


2017) 


 


Pengaruh penyajian 


laporan keuangan daerah 


dan aksesibilitas laporan 


keuangan daerah dan 


pengendalian internal 


terhadap transparansi 


dan akuntabilitas 


pengelolaan keuangan 


daerah Kota Dumai 


Metode 


Penelitian 


Kuantitatif 


- Semakin baik penyajian 


laporan keuangan tentu akan 


semakin memperbaiki 


pelaporan keuangan 


pemerintah daerah.  


- Aksesibilitas laporan 


keuangan daerah berpengaruh 


terhadap transparansi dan 


akuntabilitas pengelolaan 


keuangan daerah.  


- Pengendalian internal 


berpengaruh terhadap 


transparansi dan akuntabilitas 


pengelolaan keuangan daerah. 
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Pengaruh aksesibiltas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan 


keuangan dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut: 


 


 


 


 


 


Gambar.2.1 Kerangka Berpikir 


2.4 Hipotesis 


Berdasar pada teori, hasil-hasil pengujian dahulu, dan keranga pemikiran 


mengenai apakah aksesibilitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah 


maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 


H1 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 


pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Baolemo. 


 


 


 


 


 


 


Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan 


Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 


Aksesibilitas Laporan  


Keuangan (X) 


Terwujudnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah 


Daerah Kabupaten Boalemo 







  


BAB III 


OBYEK DAN METODE PENELITIAN 


3.1 Obyek Penelitian 


Obyek dalam penelitian ini yakni neraca dan aksessibilitas laporan 


keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 


Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Boalemo. 


3.2 Metode Penelitian 


3.2.1 Metode yang digunkan 


Pendekatan penelitian yang digunakan dikenal dengan penelitian 


kuantitatif, yang menurut Sugyono (2018) dapat dipahami sebagai 


penelitian positivis yang menggunakan analisis statistik dan metodologi 


untuk menguji hubungan sebab akibat dan mengevaluasi hipotesis. 


Penelitian ini menggunakan kusioner sebagai metode pengumpulan data 


utama , mengambil sampel dari suatu populasi. Namn demikian, informasi 


yang dianalisis didasarkan pada sampel yang dipilih dari masyarakat dan 


hubungan antara sifat sosiologis dan psikologis, menurut (Sugiono, 2018) 


yang menggambarkan metode survey sebagai semcam penelitian yang 


dilakukan pada populasi besar dan kecil. 


3.2.2 Operasional Variabel Penelitian 


Dua jenis variable dalam penelitian ini adalah : 


1. Variabel bebas (independent) atau disebut sebagai variable X yaitu:  







  


a. Aksesibilitas laporan keuangan yang syarat-syaratnya terdiri dari 


keterbukaan, kemudahan akses, dan accessibility. 


2. Varibel tidaak bebas (Dependent) yaitu transparansi pengelolaan keuangan 


daerah yakoni transparansi tahap penganggaran, transparansi tahap 


pelaksanaan, transparansi tahap pemeriksaan. 


Variabel diatas dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini: 


Tabel 3.1 Oprasional Variabel X 


 


Variabel 


 


Dimensi 


 


Indikator 


 


Skala 


 


 


 


Aksesibilitas 


Laporan 


Keuangan 


(X) 


 


 


 


(Krina, 2003) 


 


- Data-data yang dimuat dalam 


SIKD adalah data yang 


terbuka dan dapat leluasa di 


akses oleh masyarakat. 


 


- Disiarkan atau 


dipublikasikan 


melalui: 


1. Internet 


2. Surat kabar 


3. Media lainnya 


 


- Laporan keuangan 


dikatakan 


memenuhi syarat 


aksesibilitas 


apabila LKPD 


disusun memenuhi 


kriteria: 


1. Oppenness 


2. Kemudahan 


3. Accesibility  


 


 


ORDINAL 


 


 


 


 


 


 







  


Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Y 


 


Variabel Dimensi Indikator Skala 


Transparansi 


Pengelolaan 


Keuangan 


Daerah  (Y) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Transparansi pada 


tahapan 


perencanaan 


anggaran 


a. RAPERDA belanja dan 


pendapatan yang telah disusun 


oleh pejabat keuangan 


disampaikan ke pimpinan daerah. 


b. RAPERDA mengenai APBD 


yang dimaksud pada ayat (1) 


disosialisaskan kepada 


masyarakat sebelum disampaikan 


kepada DPRD, 


c. Penyampaian RAPERDA 


pendapatan belanja diayat (2) 


sifatnya memberikan info untuk 


hak dan kewajiban pemda dan 


masyarakat dalam penggunaan 


anggaran. 


d. Pemberitaan mengenai 


RAPERDA APBD dilakukan 


oleh SEKDA selaku pengelola 


keuangan daerah. 


 


 


 


 


 


 


ORDINAL 


 


 


 


 


 


 


 


2. Transparansi pada 


Tahap Pelaksanaan 


anggaran. 


a. Agar kerja transparansi dan 


akuntabilitas meningkat maka 


diperlukan sistem 


pengendalian intern. 


b. Maksud dari pengendalian 


intern adalah untuk 


memberikan jaminan memadai 


mengenai hasil,dan jaminan 


bagi keandalan laporan 


keuangan serta dipatuhinya 


peraturan.  


c. Pengendalian intern dimaksud 


kurang lebih memenuhi 


kriteria sebagai berikut: 


(1) Adanya area pengendalian 


yang sehat; 


(2) Adanya nilai-nilai resiko; 


(3) Terselengggaranya 


kegiatan pengendalian; 


(4) Terlaksananya sistem 


informasi dan komunikasi; 


(5) Terlaksananya kegiatan 


pemantauan pengendalian. 
 







  


 


 


 


Sumber  


(Hanifah, 


2015) 


3. Transparansi 


padaTahapan 


Pelaporan dan 


Pemeriksaan 


Laporan Hasil Audit yang sudah 


terbit disampaikan kepada DPRD 


dan dinyatakan dapat diakses oleh 


segala pihak. Akan tetapi LHP ini 


tidak termasuk laporan yang 


memuat rahasia negara yang diatur 


dalam peraturan perundang-


undangan. Hal ini menyatakan 


bahwa masyarakat berhak 


memperoleh informasi dari hasil 


pemeriksaan BPK  
 


Dalam melakukan penelitian ini masing-masing variabel yang ada baik variabel 


independen maupun variabel depende akan dilakukan langkah-langkah sebagai 


berikut ini: 


1. Untuk variabel Independen Aksesibilitas LAporan Keungan (X1) serta 


Variabel Dependent Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan 


diukur dengan menggunakan instrumen kusioner yang menggunakan skala 


likert (likert’s type item). 


2. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 


mempunyai grade dari sangat positif sampai sangat negatif 


3. Kusioner disusun dengan menyiapkan 5 pilihan (option), setiap pilihan 


akan diberikan bobot yang berbeda seperti pada tabel berikut ini: 


Tabel 3.3 


Daftar Pilihan Kuesioner 


PILIHAN BOBOT 


Sangat setuju/selalu (sangat positif) 5 


Setuju/Sering (positif) 4 


Ragu-ragu/Kadang-kadang (netral) 3 


Tidak setuju/Jarang (negativ) 2 


Sangat tidak setuju/Tidak pernah (Sangat negatif) 1 


 


3.2.3 Popupasi dan Sampel Penelitian  


3.2.3.1 Populasi 


Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting guna 


mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan elemen-elemen 


dalam objek penelitian. Data tersebut digunakan untuk pengambilan 
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keputusan atau digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam 


pengumpulan data akan selalu dihadapakan dengan obyek yang terjadi. 


Sugiono (2018) mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah 


generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan 


karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 


kemudian ditarik keimpulanya”. Sedangkan menurut Sudjana (2005) 


Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin,hasil menghitung 


atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik 


tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas ingin 


dipelajari sifat-sifatnya. 


Populasi pada penelitian ini adalah Skateholder dalam hal ini pihak-


pihak pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 


sebanyak 63 orang yang terdiri dari Anggota 30 0rang, Mitra Kerja 


Pemerintah 20 orang dan Masyarakat 13 orang. 


3.2.3.2 Sampel 


Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 


polulasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 


semua yang ada pada populasi (Sugiono, 2018). Untuk memperoleh 


sampel yang mencerminkan karakteristik populasi secara tepat, dalam 


hal ini tergantung oleh dua factor metode penarikan sampel dan 


penentuan penarikan sampel. Tekhnik penarikan sampel yang 


digunakan dalam penelitian ini adalah mengguanakan tekhnik sampel 
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jenuh tergolong non-probability sampling  dimana menurut 


Sugiono,(2018) bahwa metode sampel jenuh atau disebut sensus 


adalah tekhnik penentuan sampel jika semua anggota populasi 


dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu Anggota Dewan 


Perwakilan Daerah berjumlah 30, Mitra Kerja Pemerintah Daerah 20, 


Masyarakat 13. Jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 


Tabel 3.4 Tabel Sampel Penelitian 


No Keterangan Jumlah 


1 Anggota Dewan Perwakilan 


Daerah  


30 


2 Mitra Kerja Pemerintah Daerah 20 


3 Masyarakat 13 


Total 63 


3.2.4 Jenis dan Sumber Data  


3.2.4.1 Jenis Data 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 


1) Data kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya 


berubah-ubah atau bersifat variative. Dalam penelitian ini data 


kuantitatif adalah hasil kusioner dengan menggunakan skala likert  


yang disebsarkan kepada responden 


2) Data kulaitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi 


berupa ciri-ciri,sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. 


Dalam penelitian ini data kualitatif adalah perusahaan atau sejarah 


perusahaan. 


3.2.4.2 Sumber Data  
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1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 


dari penyebaran kepada respoden. 


2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 


sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan 


ilmiah. 


3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 


Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang di gunakan 


penulis dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data 


penelitian ini adalah sebagai berikut: 


1. Observasi yaitu mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan 


dengan masalah yang diteliti. 


2. Wawancara, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang 


berupa keterangan-keterangan dan informasi dimana yang menjadi 


sasaran interview adalah Pegawai pada Dinas Pendidikan 


Kabupaten BoneBolango. 


3. Kuensioner, dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar 


pertanyaan/pernyataan tertulis kepada respoden. 


4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari 


buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh  informasi yang 


berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 


dengan masalah yang diteliti. 


3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian 
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       Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan 


(objektif) sudah tentu di perlukan suatu instrument atau alat ukur yang 


valid dan andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrument 


atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrument tersebut sebelum 


di gunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila di 


gunakan akan menghasilkan hasil yang objektif. 


3.2.6.1 Uji Validasi 


Pengujian vadilitas instrument dengan menguji validitas konstruksi 


(construct validity), maka dapat di gunakan pendapat dari ahli (judgment 


experts), setelah instrument dikonstruksikan dengan para ahli dengan 


cara di mintai pendapatnya tentang instrument yang telah di susun. Hal 


ini sependapat dengan Sugiyono (2018) mengatakan bahwa “Setelah 


pengujian konstruksi selesai dari para ahli, maka di teruskan uji coba 


instrument. Instrument yang telah di setujui para ahli tersebut di cobakan 


pada sampel di mana populasi di ambil. Setelah data di dapat dan di 


tabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi di lakukan dengan 


analisi factor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor instrument.” 


       Uji validasi di lakukan dengan mengkorelasikan masing-masing                                              


pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variable. 


Selanjutnya dengan memberikan interprestasi terhadap koefinsien 


korelasi. Untuk pengujian  validitas dengan menggunakan rumus 


korelasi seperti yang dikemukan oleh Pearson yang di kenal dengan 


rumus korelasi. Pearson Product Moment (PPM) sebagai berikut. 
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Dimana: 


r       =Angka korelasi 


X       =Skor pertanyaan (ke-n) variable X 


Y       =Skor pertanyaan (ke-n) variable Y 


n       =Jumlah respoden 


XY      =Skor pertanyaan dikali total pertanyaan 


Dalam hasil analisis item teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini 


sampai sekarang merupakan Teknik yang paling banyak digunakan. 


 Untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi, Sekarang 


(2011) menyatakan bahwa “Item yang mempunyai korelasi positif dengan 


kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut 


validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum dianggap valid adalah r = 


0,3. Jika korelasi antara butir dengan skor total <0,3 maka butir dalam instrument 


tersebut dinyatakan tidak valid, sebaliknya jika korelasi antara butir dengan skor 


total >0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan valid. 


Kriteria korelasi Pearson Product Momet (PPM) dapat dilihat pada tabel berikut: 


Tabel 3.5 


Koefisien Korelasi 


 


 


R Keterangan 


0,800 - 1,000 Sangat tinggi / Sangat Kuat 
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0,600 - 0,799 Tinggi / Kuat 


0,400 - 0,599 Cukup tinggi / Sedang 


0,200 - 0,399 Rendah / Lemah 


0,000 - 0,199 Sangat rendah / Sangat Lemah 


Sumber : Riduwan (2008). 


3.2.6.2 Uji Reliabilitas  


Uji Reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatuinstrumen 


cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 


instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 


tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu,. 


Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 


yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 


kenyataanya, maka berapa kalipun di ambil, tetap akan sama. Untuk 


menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus alpha 


Cronbach menurut Ghozali (2005) dengan rumus sebagai berikut : 


𝑎 = (
𝑘


𝑘 − 1
) (1


∑ 𝑠𝑖


𝑠𝑡
) 


Keterangan : 


k = Jumlah instrument pertanyaan 


∑si2 = Jumlah instrument pertanyaan 


S = Varians keseluruhan instrument 


Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 


dan jika nilai croncbach alpha < 0,60 dikatakan tidak reliable (Ghozali,2005). 
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Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin 


terpercaya. 


3.2.7 Uji Asumsi Klasik/Konversi Data 


3.27.1 Uji Multikolonieritas 


Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model redresi 


ditemukan adanya korelasi antar  variable bebas. Model regresi yang baik 


seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Jika variabel bebas 


saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal adalah variabel 


bebas yang nilai korelasi antar sesame variabel bebas sama dengan nol 


(Ghozali,2005). 


Multi kolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan variance 


inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang 


terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 


Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/ 


Tolerance) dan menunjukan  adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang 


umum dipakai adalah nila Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 


10 (Ghozali, 2005) 


3.2.7.2 Uji Heteroskedasitas 


Uji heteroskedisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 


regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke 


pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas 


adalah dengan melihat grafik scatter plot  antara nilai prediksi variabel 
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terikat (ZPRED) dengan resdualnya (SRESID). Jika ada titik-titik 


membentuk pola tertentu yang teratur seperi bergelombang, melebar, 


kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedasitas. Jika titik-titik 


menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola 


tertentu maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2005) 


3.273 Uji Normalitas 


Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel 


dependen, variabel independent, atau kediuanya mempunyai 


dsitribusi normal atau tidak. Medel regresi yang baik adalah 


berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan 


mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu 


diagonal dari grafik (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan 


sebagai berikut : 


- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 


diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas 


- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 


diagonal, makan model regresi tidak memenuhi normalitas 


3.2.8 Analisis Regresi Linear Sederhana 


Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 


terikat digunakan persamaan regresi linier sederhana. Variabel terikat 


(dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas LAporan 


Keuangan sedangkan sebagai variabel bebas (independent variabel) 


ε 







  


βy× 


adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun gambar 


dan persemaan regresi linear sederhana dapat dilihat sebagai berikut : 


 


 


 


Gambar 3.1 Gambar Regresi Linear Sederhana 


Adapun persamaan yang digunakan adalah: 


Y = α + βx + ε 


Keterangan :  


Y = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 


X1= Aksebiltas Laporan Keuangan 


a  = Konstanta 


            b   = Koefisien X1 


            x   = Koefisien regresi/slop 


            ε    =  Variabel luar yang mempunyai y tapi tidak teliti 


3.2.8 Penguji Hipotesis 


1. Uji t (parsial) 


Penguji ini dimaksudkan untk mengetahui apakah 


masing-masing variable independent berpengaruh 


siginifikan terhadap variable dependent, dikatakan 


berpengaruh signifikan apabila sig  < α.Penguji ini 


X Y 


βγ£ 
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dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan 


sebagai berikut : 


1. Jika thitung  >  ttabel  (0,05), maka H1 diterima, H0 ditolak 


2. Jika thitung < ttabel  (0,05), maka H1 diterima, H0 diterima 


Nilai t dapat dihitung dengan tumus berikit 


 


     


Keterangan:  


B         : Koefisien regresi variable independent 


Σb       : Standart deviasi koefisien variabel independen 


2 Uji R2 


Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 


kemampuan model dapat menjelaskan variasi dependen. Dalam pengujian 


hipotesis pertama koefisien determinan dilihat dari besarnya nilai R Squre 


(R2) untuk mengetahui seberapa jauh variable bebas yaitu kompetensi, 


penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kulaitas laporan 


keuangan. NilaiR2 mempunyai interval anatara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1).Jika 


nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti varibel bebas dapat memberikana 


hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredikisi variable 


dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil bararti kemampuna variable bebas 


dalam menejlaskan variable dependen sangat terbtas. Ghozali, (2009). 
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Pengujian hipotesis keduan koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai 


Adjusted R- Square. Kelemahan mendasari penggunaan R2 adalah bias 


terhadap jumlah variable bebas yang dimasukan kedalam model. Setiap 


tambahan satu variable bebas maka R2 meningkat tidak perduli apakah 


variable tersebut berpengaruh secara siginifian terhadap variable terikat. Tidak 


seperti R2, nilai Adjusted R- Square dapat naik atau turun apabila satu 


variable independent ditambahkan kedalam model, Ghozali, (2009). Oleh 


karena itu, digunakan Adjusted R- Square pada saat mengevaluasi model 


regresi linier sederhana. 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 







  


 


 


 


BAB IV 


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 


4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Boalemo 


 Provinsi Gorontalo di Indonesia meliputi Kabupaten Boalemo. Tilamuta 


berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Boalemo lahir pada tanggal 12 


Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo berdasarkan Undang-


Undang Nomor 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 


Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Kabupaten 


Boalemo akan memiliki 147.038 penduduk pada tahun 2021. 


 Sulawesi bergabung dengan Negara Indonesia Timur pada tahun 1946, dan 


Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 menetapkan otonomi dan pembentukan 


Daerah Tingkat II di seluruh Sulawesi. Boalemo dijadikan salah satu daerah 


kabupaten di Kabupaten Gorontalo berdasarkan peraturan ini. Status Boalemo 


sebagai kewedanan berlaku sampai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang 


kemudian disusul dengan Permendagri Nomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman 


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pembantu Bupati/Walikota. 


Mantan Kewedanan Boalemo itu kemudian menjabat sebagai Pembantu 


Bupati Wilayah Kerja Paguat, yang meliputi lima kecamatan yakni Paguyaman, 
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Tilamuta, Marisa, dan Popayato. Aspirasi pembentukan wilayah baru yang merdeka 


muncul sebagai akibat dari sejarah sejarah Boalemo dan pemisahan wilayah 


tersebut dari kekuasaan Kabupaten Gorontalo yang berbasis di Limboto. Selain itu, 


sebelum Gorontalo menjadi provinsi, Gubernur dan DPRD Sulut menyatakan 


dukungannya, demikian pula Bupati Gorontalo dan DPRD setempat. Kemudian, 


pada tanggal 4 Oktober 1999, DPR RI dan Presiden RI mengesahkan Undang-


Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 


Setelah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 1999, Kabupaten Boalemo 


resmi diakui. Saat itu Kabupaten Boalemo meliputi lima kecamatan yaitu 


Kecamatan Paguat, Marisa, Popayato, Paguyaman, dan Tilamuta. Boalemo kembali 


dimekarkan pada tahun 2003 karena pertumbuhan dan dinamika penduduk 


setempat serta terbentuknya Provinsi Gorontalo. Sebelum terbentuknya Kabupaten 


Pohuwato pada tanggal 27 Januari 2003, wilayah ini merupakan bagian dari 


Kabupaten Boalemo yang meliputi lima kecamatan, yaitu:  


1. Lemito, 


2. Marisa, 


3. Paguat, 


4. Popayato, dan 


5. Randangan menjadi wilayah Kabupaten Pahuwato dengan luas ± 


4.244,31 km², serta berpenduduk 88.796 jiwa, dengan tingkat kepadatan 


penduduk 20,92 jiwa /km² pada tahun 1997. 


Akibat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang mewajibkan 


Kabupaten Boalemo memindahkan ibu kotanya dari Tilamuta ke Marisa dalam 
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waktu lima tahun, maka berdirinya Kabupaten Pohuwato pun mengakhiri 


perdebatan di kalangan penduduk Kabupaten Boalemo.  


Kabupaten Boalemo memiliki luas wilayah 2.567,36 km2 atau 21,02% dari 


Provinsi Gorontalo, dengan kepadatan penduduk 50,32 jiwa/km2 dan 129.177 jiwa, 


seperti dilansir data Sensus Penduduk 2010 (Mei 2010).  


Menurut data terakhir (September 2011), Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 


wilayah kecamatan, yaitu: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman 


Pantai, Tilamuta, dan Wonosari, serta 2 kelurahan dan 81 desa.  


Hingga saat ini desa yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai berikut: 


Kecamatan Mananggu: (1) Desa Mananggu; (2) Desa Buti; (3) Desa Tabulo; (4) 


Desa Tabulo Selatan; (5) Desa Kramat; (6) Desa Salilama; (7) Desa Kaaruyan; (8) 


Desa Bendungan; dan (9) Desa Pontolo. Kecamatan Botumoito: (1) Desa 


Bolihutu'o; (2) Desa Botumoito; (3) Desa Dulangea; (4) Desa Hutamonu; (5) Desa 


Patoameme; (6) Desa Potanga; (7) Desa Rumbia; (8) Desa Tapada'a; dan (9) Desa 


Tutulo. Kecamatan Tilamuta: (1) Desa Ayuhulalo; (2) Desa Bajo; (3) Desa 


Kecamatan Paguyaman Pantai : (1) Desa Apitalao; (3) Desa Bangga; (4) Desa 


Bubaa; (5) Desa Bukit Karya; (6) Desa Limbatihu; (7) Desa Lito; (7) Desa Olibu; 


(8) Desa Towayu.  


4.2 Hasil Penelitian 


4.2.1 Deskripsi Penelitian 


4.2.1.1 Gambaran Umum Responden 


Populasi dalam penelitian ini adalah skateholder yang berada di Kabupaten 


Boalemo yang berjumlah 63 orang. Dimana pemilihan skateholder dalam populasi 


Commented [i-[1]: Argument terkait pemilihan populasinya 
belum jelas 
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pada penelitian ini karena mengingat skateholder pemerintah dalam hal ini terdiri 


dari anggota dewan sebagai pengguna laporan keuangan yang digunakan dalam hal 


pengambilan keputusan ataupun kebijakan menyangkut keuangan daerah, mitra 


kerja pemerintah daerah dalam hal ini pihak investor sebagai pengguna laporan 


keuangan dalam hal pengambilan keputusan untuk investasi, dan masyarakat 


sebagai pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. 


Metode penarikan sampel ini adalah sampel jenuh dimana semua jumlah populasi 


dijadikan sampel. Berdasarkan data awal, sampel dalam penelitian ini yaitu 


Anggota DPRD 30 Orang, Mitra Kerja Pemerintah 20 Orang dan Masyarakat 13 


Orang, jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 orang yang akan di 


gunakan sebagai sampel dan yang menjadi sumber data dalam penelitian. Data 


penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh 


responden atau yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut ditinggal dan 


diambil kembali antara 3 hari sampai 2 minggu setelah kuesioner diserahkan. 


Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel berikut ini : 


Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 


Keterangan Jumlah Presentase 


Total kuesioner yang disebar 63 100% 


Jumlah kuesioner yang kembali 63 100% 


Kuesioner yang dapat digunakan 63 100% 


Sumber : Data primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 63 eksamplar (100%) 


kuesioner yang disebarkan pada 63 skateholder Kabupaten Boalemo yang dijadikan 


sampel yang berhubungan dengan aksesibilitas laporan keuangan. Terkumpul 


sebanyak 63 eksemplar atau 100% kuesioner yang kembali dari masing-masing 
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responden , sebanyak 0 eksemplar atau 0% kuesioner tersebut tidak kembali dari 


responden. Hanya 63 eksampler atau 100% kuesioner yang dapat diolah datanya. 


4.2.1.2 Karakteristik Responden 


Sumber data adalah skateholder Pemerintah Kabupaten Boalemo yang 


dijadikan sampel meliputi anggota dewan 30 orang, mitra kerja pemerintah 20 


orang, masyarakat 15 orang. Jadi sampel seluruhnya dalam penelitian berjumlah 63 


orang.  


1). Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 


Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 


No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 


1 Laki-Laki 32 50,80 % 


2 Perempuan 31 49,20 % 


Total 63 100 % 


         Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


63 responden yang merupakan skateholder Pemerintah Kabupaten Boalemo 


yang berhubungan dengan aksesibilitas laporan keuangan terdiri dari 32 orang atau 


50,80 % berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 


sebanyak 31 orang atau sebanyak 49,20 %. 


2). Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 


Tabel 4.3  


Tingkat Pendidikan Responden 


No Tingkat 


Pendidikan 


Jumlah Presentase 


1 SMA 23 36,50 % 


2 S1  39 61,90 % 
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3 S2 1 1,60 % 


Total 63 100 % 


Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar skateholder Pemerintah 


Kabupaten Boalemo yang menjadi responden pada penelitian ini di dominasi 


tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 39 orang atau 61,90 % dari 


jumlah responden. Tingkat SMA sebanyak 23 orang atau 36,50 %, sedangkan untuk 


tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 1,60 % dari seluruh jumlah responden. 


4.3 Pengujian Intrumen Penelitian 


4.3.1 Hasil Uji Statisitk Deskriptif 


Informasi yang diperlukan telah dikumpulkan sebagai data yang akurat 


melalui studi. Selain itu, akan dilakukan studi deskriptif untuk menjelaskan temuan 


dari tanggapan masing-masing responden terhadap pernyataan yang diajukan untuk 


penelitian.  


Gambaran sebaran data penelitian berupa ukuran pusat gejala, ukuran lokasi, 


dan distribusi frekuensi diberikan oleh deskripsi data. angka-angka yang akan 


ditampilkan setelah pengolahan statistik deskriptif dari data mentah. 


4.3.1.1 Karakteristik Variabel Penelitian 


 Semua variabel independen dalam penelitian ini diharapkan dapat 


menjelaskan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan 


menentukan frekuensi dan skor berdasarkan bobot kemungkinan jawaban, maka 


terlebih dahulu ditentukan bobot item instrumen berdasarkan variabel. Sementara 


skor ditentukan dengan mengalikan bobot pilihan dengan frekuensi, frekuensi 







  


ditentukan dengan menghitung jumlah bobot yang dipilih. Metode perhitungannya 


adalah sebagai berikut: 


 Bobot terendah x Item x Jumlah Responden : 1 x 1 x 63 = 63 


Bobot tertinggi x Item x Jumlah Responden : 5 x 1 x 63= 315 


Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian 


sebagai berikut : Rentang skalanya yaitu 
315−63


5
= 50,6 


Tabel 4.4 


Skala Penelitian Jawaban Responden 


No Rentang Kategori 


1 63-114 Sangat Rendah 


2 115-166 Rendah 


3 167-218 Sedang 


4 219-270 Tinggi 


5 271-334 Sangat Tinggi 
 Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


Bobot 


Kategori 


Resp 


Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 


F Skor % F Skor % F Skor % 


5 0 0 0 17 219 27.0 0 0 0 


4 25 221 39.7 23 0 36.5 31 194 49.2 


3 29 29 46.0 12 12 19.0 16 16 25.4 


2 8 0 12.7 11 11 17.5 13 0 20.7 


1 1 1 1.6 0 0 0 3 3 4.8 


Jumlah 63 251 100 63 242 100 63 213 100 


Keterangan Tinggi Tinggi Sedang 


Bobot 


Kategori 


Resp 


Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 


F Skor % F Skor % F Skor % 
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1) Aksesibilita Laporan Keuangan (X) 


Hasil tanggapan responden variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) 


berdasarkan tabulasi dari jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden 


diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari aksesibilitas laporan keuangan 


(X), menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut : 


Tabel 4.5 


Tanggapan responden mengenai aksesibiltas laporan keuangan (X) 


 


Bobot 


Kategori 


Resp 


Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 


F Skor % F Skor % F Skor % 


5 0 0 0 0 0 0 27 257 42.9 


4 24 204 38.1 28 187 44.4 17 0 27.0 


3 19 19 30.2 19 19 30.2 16 19 25.4 


2 18 0 28.5 12 0 19.1 3 2 4.8 


1 2 2 3.2 4 4 6.3 0 0 0 


Jumlah 63 225 100 63 210 100 63 278 100 


Keterangan Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 


    


Bobot 


Kategori 


Resp 


Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12 


F Skor % F Skor % F Skor % 


5 22 221 0 21 243 33.3 34 284 54.0 


4 18 18 38.1 0 0 38.1 16 0 25.4 


3 17 0 30.2 24 24 20.6 12 12 19.0 


2 5 0 28.5 13 13 7.9 1 1 1.6 


1 1 1 3.2 5 0 0 0 0 0 


Jumlah 63 240 100 63 285 100 63 297 100 


Keterangan Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 


 


 


 


 


 







  


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 17 159 27.0 23 187 36.5 24 159 38.1 


3 11 11 17.5 23 23 36.5 15 15 23.8 


2 25 0 39.7 13 0 20.7 14 0 22.2 


1 10 10 15.9 4 4 6.3 10 10 15.9 


Jumlah 63 180 100 63 214 100 63 184 100 


Keterangan Sedang Sedang Sedang 


 


Sumber : Data primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 63 orang responden 


yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada  


variabel aksesibilitas laoran keuangan adalah sedang pada item pernyataan 1,2,3 


artinya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kadang-kadang 


dipublikasikan di media massa kemudian pengguna laporan keuangan kadang-


kadang dengan mudah dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan 


daerah dan kadang-kadang masyarkat dengan mudah mengakses laporan keuangan 


pemerintah daerah Kabupaten Boalemo di internet. Untuk pernyataan 4 dan 5 


memiliki skor tinggi dimana laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo 


sering dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dan untuk 


penggunaan website Kabupaten Boalemo sering dengan mudah dapat dioperasikan. 


Skor sedang untuk pernyataan 6 yakni kadang-kadang website Kabupaten Boalemo 


memiliki kemudahan untuk dijelajahi. Pernyataan 7 dan 8 memiliki skor tinggi 


dimana website Kabupaten Boalemo sering dengan mudah dapat diakses dan untuk 


tampilan visual website Kabupaten Boalemo sering memiliki tampilan yang 


menarik. Item pernyataan 9 memiliki skor sangat tinggi yang artinya penggunaan 


website Kabupaten Boalemo selalu menciptakan pengalaman penjelasan yang 
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positif bagi setiap pengguna. Kemudian skor tinggi untuk pernyataan 10 artinya 


penggunaan website Kabupaten Boalemo sering menyediakan informasi yang 


akurat bagi penggunanya. Dan untuk pernyataan 11, 12 memiliki skor sangat tinggi 


yakni untuk penggunaan website Kabupaten Boalemo selalu menyediakan 


informasi yang relevan,akurat dan terkini. 


Tabel 4.6 


Tanggapan responden mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah 


(Y) 


 


Bobot Kategori 


Resp 


Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 


F Skor % F Skor % F Skor % 


5 0 0 0 31 268 49.2 27 250 42.9 


4 33 221 52.4 24 0 38.1 23 0 36.5 


3 18 18 28.6 6 6 9.5 9 9 14.3 


2 11 0 17.5 2 2 3.2 4 4   6.3 


1 1 1 1.6 0 0 0 0 0 0 


Jumlah 63 240 100 63 276 100 63 263 100 


Keterangan Tinggi Sangat Tinggi Tinggi 


 


Bobot Kategori 


Resp 


Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 


F Skor % F Skor % F Skor % 


5 0 0 0 26 284 41.3 0 0 0 


4 32 204 50.8 28 0 44.4 24 205 38.1 


3 20 20 31.7 8 8 12.7 21 21 33.3 


2 9 0 14.3 1 1 1.6 16 0 25.4 


1 2 2 3.2 0 0 0 2 2 3.2 


Jumlah 63 226 100 63 293 100 63 228 100 


Keterangan Tinggi Sangat Tinggi Tinggi 


 
Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 







  


Bobot Kategori 


Resp 


F Skor F Skor % % F Skor % 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 35 187 27 170 42.9 55.6 27 194 42.9 


3 15 15 16 16 25.4 23.8 21 21 33.3 


2 8 0 13 0 20.6 12.7 12 0 19.1 


1 5 5 7 7 11.1 7.9 3 3 4.8 


Jumlah 63 207 63 193 100 100 63 218 100 


Keterangan Sedang Sedang Sedang 


 


Sumber : Data primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 63 orang responden 


yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 


variabel transparansi pengelolaan keuangan umumnya berada pada standar kategori 


tinggi untuk pernyataan nomor 1,3,4 dan 6 yang artinya menurut pengguna laporan 


keuangan daerah bahwa laporan pemerintah daerah terkait operasional kegiatan 


masyarakat sering dapat diakses oleh masyarakat, untuk Informasi tentang 


keuangan daerah sering dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun 


pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media 


informasi lainnya, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 


sering disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan Laporan keuangan daerah sering 


disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Untuk 


pernyataan nomor 2 dan 5 memiliki skor sangat tinggi yang artinya pemerintah 


daerah selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 


menilai kinerja Pemerintah Daerah serta selalu menerima kritik dan saran dari 


masyarakat dan untuk Laporan dana hibah dan bansos selalu dibuat dalam bentuk 


laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan 
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7,8 dan 9 memiliki skor sedang yakni pemerintah daerah kadang-kadang 


menyampaikan informasi hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan ke 


pengguna laporan keuangan. 


4.3.2 Uji Validitas 


Uji validitas adalah metode untuk menentukan validitas suatu kuesioner. 


Ketika pertanyaan-pertanyaan survei dapat menjelaskan pokok bahasan yang akan 


diukur, survei tersebut dikatakan sah. Oleh karena itu, validitas berusaha menilai 


apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang kita buat mampu menangkap 


data yang diinginkan. Validitas dapat dinilai melalui korelasi orang, yang dilakukan 


dengan melakukan korelasi langsung antara skor indikator untuk setiap item dan 


konstruk secara keseluruhan dan menampilkan temuan signifikan di bawah 0,05. 


Hasil uji validitas pada dua variabel yang terdiri dari Aksesibilitas Laporan 


Keuangan (X) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil 


pengujian validitas untuk masing-masing variabel penelitian, dapat dilihat pada 


tabel berikut ini : 


 


1. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) 


Hasil pengujian validitas variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) dengan 


menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut ini : 


Tabel 4.7 


Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) 


ITEM 


KUESIONER 


KOEFISIEN 


KORELASI 


Sig (2-


Tailed) 


Alpha  KETERANGAN 


X1.1 0.834 0.000 0.05 VALID 


X1.2 0.769 0.000 0.05 VALID 
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X1.3 0.799 0.000 0.05 VALID 


X1.4 0.708 0.000 0.05 VALID 


X1.5 0.888 0.000 0.05 VALID 


X1.6 0.799 0.000 0.05 VALID 


X1.7 0.832 0.000 0.05 VALID 


X1.8 0.802 0.000 0.05 VALID 


X1.9 0.664 0.000 0.05 VALID 


X1.10 0.686 0.000 0.05 VALID 


X1.11 0.911 0.000 0.05 VALID 


X1.12 0.499 0.000 0.05 VALID 


 


Sumber : Data primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa variabel aksesibilitas laporan keungan 


memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 


item pernyataan dalam penelitian tersebut valid, sesuai dengan teori Ghozali (2009) 


bahwa jika masing-masing indikator pernyataan mempunyai tingkat signifikansi 


dibawah 0,05 berarti dikatakan valid. 


 


 


 


2. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 


Hasil pengujian validitas variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah 


(Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut 


ini:  


Tabel 4.8 


Uji Validitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
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ITEM 


KUESIONER 


KOEFISIEN 


KORELASI 


Sig (2-


Tailed) 


Alpha  KETERANGAN 


Y1.1 0.742 0.000 0.05 VALID 


Y1.2 0.660 0.000 0.05 VALID 


Y1.3 0.778 0.000 0.05 VALID 


Y1.4 0.820 0.000 0.05 VALID 


Y1.5 0.902 0.000 0.05 VALID 


Y1.6 0.811 0.000 0.05 VALID 


Y1.7 0.699 0.000 0.05 VALID 


Y1.8 0.733 0.000 0.05 VALID 


Y1.9 0.806 0.000 0.05 VALID 


Sumber : Data primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa variabel transparansi pengelolaan 


keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 


disimpulkan bahwa item pernyataan dalam penelitian tersebut valid. 


1.3.3 Hasil Uji Reliabilitas 


Kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel atau konstruk dapat diukur 


dengan menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan 


menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 


digunakan lebih dari (>) 0,6 untuk menilai konsistensi tanggapan responden melalui 


asersi yang dibuat. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 


Tabel  4.9 


Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat 


No Variabel Koefisien 


Alpha 


Nilai 


Alpha 


Keterangan 


1 Aksesibilitas Laporan 


Keuangan (X) 


0.774 0.60 Reliabel 


2 Transparansi Pengelolaan 


Keuangan Daerah (Y) 


0.782 0.60 Reliabel 


Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) 


dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y) mempunyai nilai koefisien alpha 


lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan dalam penelitian 


ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu 


memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan yang diajukan kembali 


maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban yang sebelumnya. 


1.4 Hasil Uji Hipotesis 


1.4.1 Uji Multikolonieritas 


Dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor, ditemukan 


multikolinearitas (VIF). Variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat 


dipertanggungjawabkan oleh variabel independen tambahan diukur dengan 


toleransi. Karena VIF=1/toleransi, nilai toleransi yang rendah setara dengan angka 


VIF yang tinggi dan menunjukkan kolinearitas yang signifikan. Nilai toleransi 0,10 


atau nilai VIF lebih rendah dari 10 merupakan batas cutoff yang umum digunakan 


(Ghozali, 2005). Uji multikoloneritas digunakan untuk menguji hipotesis pada 


penelitian ini adalah sebagai berikut : 


Tabel  4.10 


Hasil Uji Multikolonieritas 


Coefficientsa 


Collinearity Statistics 


Tolerance VIP 


0.754 


 


1.000 


 


        Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan  tabel 4.10 terlihat bahwa variabel aksesibilitas laporan 


keuangan nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam 
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model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data dapat 


digunakan dalam penelitian ini. 


1.4.2 Uji heteroskedastisitas 


Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengidentifikasi adanya 


ketimpangan varian antara observasi residual yang berbeda dalam model regresi. 


Meneliti grafik scatter plot antara nilai proyeksi variabel dependen (ZPRED) dan 


residualnya merupakan salah satu metode pendekatan heteroskedastisitas 


(SRESID). Terjadi heteroskedastisitas jika terdapat titik-titik yang membentuk pola 


tertentu yang teratur, seperti bergelombang, membesar, kemudian menyempit. 


Heteroskedastisitas tidak terjadi jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah 


sumbu Y yang bernilai 0 tanpa membentuk pola tertentu (Ghozali, 2005). Hasil 


pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  


 


 


Gambar  4.1 


Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 
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Berdasarkan gambar 4.1 grafik  scatterplot menunjukkan bahwa data 


tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam 


penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 


heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak 


digunakan untuk memprediksi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan 


variabel yang mempengaruhinya yaitu aksesibilitas laporan keuangan. 


1.4.3 Uji Normalitas 


bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat, variabel bebas, atau 


keduanya dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik 


memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Jika suatu himpunan data 


terdistribusi normal sepanjang sumbu diagonal grafik, maka data tersebut dianggap 


mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2005). Berikut adalah dasar pengambilan 


keputusan: 


 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 


maka model regresi memenuhi normalitas. 


 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 


diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 


Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2  


Hasil Uji Normalitas 


Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 


diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diogonal. Hal ini 


menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 


normalitas. 


1.4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 


Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 


digunakan persamaan regresi linear sederhana. Variabel terikat (dependent 
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variabel) dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan sedangkan 


sebagai variabel bebas (independent variabel) adalah Transparansi Pengelolaan 


Keuangan Daerah. Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis 


pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 


Tabel 4.11 


Model Persamaan Regresi 


Coefficientsa 


Model 


Unstandardized 


coefficients 


Standardized 


coefficients 


t Sig. B Std. Error Beta 


1 (Constant) 8.923 2.564  3.480 .001 


Aksesibilitas Laporan 


Keuangan .560 .062 .754 8.978 .000 


a. Dependent Variable : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 


Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada 


uji regresi ini adalah : 


Y = 8.923 + 0,560 X1+ +ε 


Model tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut : 


a) Nilai konstanta adalah 8.923 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen 


(aksesibilitas laporan keuangan) bernilai (0), maka nilai variabel dependen 


(transparansi pengelolaan keuangan daerah) sebesar 8.923  satuan. 


b) Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh dengan arah 


koefisien positif terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah 


(Y) sebesar 0,560 satuan. Nilai tersebut bermakna jika Aksesibilitas Laporan 


Keuangan (X) lebih ditingkatkan dan diefektifkan dengan cara pemberian 


akses laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan 
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pemerintah daerah agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal 


pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan, maka variabel 


Transparasi Pengelolaan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,560 satuan.  


c) Nilai R2 sebesar 0,569 atau 56,9 %  menunjukkan besarnya pengaruh variasi 


variabel dependen aksesibilitas laporan keuangan terhadap variabel dependen 


transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan sedangkan sisanya 


0,431 atau 43,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti 


dalam penelitian ini seperti dari sisi akuntabilitas laporan keuangan maupun 


pengendalian intern dalam hal pengelolaan keuangan.  


1.4.5 Hasil Uji t (Parsial) 


Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 


diuji dengan menggunakan uji parsial. Saat menggunakan uji t, nilai signifikansi 


dari t hitung diperiksa. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 


disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 


Berdasasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.11 secara parsial dapat di 


simpulkan sebagai berikut : 


1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan 


keuangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. 


Hal ini berarti  H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas 


laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap trasnparansi pengelolaan 


keuangan daerah. Nilai t yang bernilai 8,978 menunjukkan pengaruh yang 


diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.  


1.4.6 Hasil Observasi 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa 


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo belum dapat diakses 


sepenuhnya oleh pengguna Laporan Keuangan,apalagi untuk pokok-pokok temuan 


audit Badan Pemeriksa Keuangan.    


1.4.7 Hasil Wawancara 


Berdasar pada hasil wawancara peneliti dengan kepala Badan Keuangan 


Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang 


Akuntansi bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 


belum bisa di akses oleh para pengguna laporan keuangan karena belum ada 


peraturan kepala daerah yang mengatur untuk siapa-siapa yang dapat mengakses 


laporan keuangan. Alasan lain yang dikemukakan kenapa laporan keuangan 


Pemerintah Daerah tidak dapat diakses,yang ditakutkan akan disalah gunakan oleh 


pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 


4.4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 


Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan 


menggunakan program SPSS dan Microsoft Exel, maka dapat diketahui besarnya 


pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. 


Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 


terikat dapat dijelaskan berikut ini: 


4.4.8.1 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (X) Berpengaruh positif 


dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 


Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel 


Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) berpengaruh positif sebesar 0,560 satuan. 
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terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y). Berdasarkan hal tersebut 


maka hipotesis pertama menyatakan “Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh 


positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 


Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo diterima. Koefisien variabel aksesibilitas 


laporan keuangan menunjukkan signifikan terhadap transparansi pengelolaan 


keuangan daerah dengan nilai signifikan 0,000 (Lebih kecil dari α = 0,05). Hal ini 


menyatakan bahwa semakin baik aksesibilitas mengenai laporan keuangan daerah 


semakin mempengaruhi transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 


Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan terhadap 


pemerintah untuk mengelola keuangan daerah tentunya berharap agar diberikan 


keleluasaan akses dalam hal informasi keuangan yang tentunya dapat dijadikan 


sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tentu sejalan upaya 


pemerintah dalam hal perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 


melalui transparansi pengelolaan keuangan.  


Pemberian akses seluas-luasnya mengenai informasi keuangan ataupun 


laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam hal ini 


anggota DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan yang sebagai tolak ukur 


alat untuk pengambilan keputusan, untuk memantau pengelolaan sumber daya 


pemerintah daerah, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.Selain itu,laporan 


keuangan semakin dapat di akses,semakin bermanfaat bagi pihak-pihak yang 


merupakan mitra kerja pemerintah dalam pemberian investasi dan donasi maupun 


pinjaman agar dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pembanding salam hal 
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pemberian investasi. Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan salah satu 


syarat tercapainya transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.  


 Untuk dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah 


pemerintah daerah harus di tuntut untuk terus menerus meningkatkan aksesibilitas 


laporan keuangannya,yang dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pohak 


yang berkepentingan terutama masyarakat agar supaya bisa mendapatkan informasi 


mengenai laporan keuangan dengan mudah. 


Berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan aksesibilitas terhadap laporan 


keuangan pemerintah daerah kabupaten Boalemo masih sangat dibatasi, pemerintah 


daerah masih mempertimbangkan untuk mengakses seluas-luasnya informasi 


keuangan karena khawatir untuk disalahgunakan. Hal ini tentunya tidak sesuai 


dengan teori yang dikemukakan oleh (Krina:2003) yang menyatakan bahwa 


pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas 


laporan keuangannya melalui internet,surat kabar,atau media lainnya 


Hasil pengujian analisis deskriptif secara umum persepsi responden 


terhadap item-item pernyataan pada variabel aksesibilitas laporan keuangan (X1) 


adalah sedang pada item pernyataan 1,2,3,6 artinya laporan keuangan daerah 


kadang-kadang dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, untuk para 


pengguna laporan keuangan kadang-kadang dengan mudah memperoleh informasi 


tentang laporan keuangan daerah, kemudian untuk akses laporan keuangan daerah 


(LKPD/APBD) masyarakat kadang-kadang dengan mudah mengakses laporan 


keuangan. 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya agency theory 


memiliki hubungan denga aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi 


pengelolaan keuangan daerah dimana pihak pemerintah daerah harus dapat 


membuka akses laporan keuangan terhadap para pengguna laporan keuangan 


seperti mitra kerja pemerintah daerah,aggota DPRD dan masyarakat. Dimana 


keterbukaan akses untuk laporan keuangan merupakan jaminan dari pemerintah 


daerah kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan pengambilan 


keputusan ataupun kebijakan bagi anggota DPRD,sebagai keputusan untuk 


pemberian donasi mapupun investasi bagi mitra kerja pemerintah daerah dan bagi 


masyarakat sebagai tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. 


(Mardiasmo, 2018) mengungkapan transparansi disusun berdasarkan pondasi atas 


keleluasaan mendapatkan sumber-sumber data. Mereka yang membutuhkannya 


memiliki akses langsung ke informasi kepentingan publik. Banyak pihak harus 


menyadari transparansi, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mengenai proses 


keuangan daerah, atau dengan kata lain menyangkut  semua kebijakan pemerintah 


harus terus menerus dilakukan dengan terbuka dan dapat diketahui oleh public 


 


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mirza 


Masyur, 2017) yang menyatakan bahwa untuk penyajian laporan keuangan dan 


aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh pada transparansi dan 


akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena semakin baik penyajian laporan 


keuangan daerah tentunya dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah 


menjadi baik, karena tersaji dengan lengkap dengan jujur maka laporan keuangan 
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semakin transparansi dan akuntabilitas. Untuk pemberian aksesibilitas laporan 


keuangan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingganya dapat 


membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BAB V 


KESIMPULAN DAN SARAN 


5.1 Kesimpulan 


 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan 


keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah 


Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang 


dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 


1.  Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X) secara parsial berpengaruh positif 


dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,560 


satuan.  Berdasarkan hasil tersebut maka H1 diterima. 


5.2 Saran 


 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh 


aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, 


maka hal-hal yang dapat disarankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 







  


1. Untuk lebih meningkatkan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan 


daerah sebaiknya Pemerintah Kabupaten Boalemo membuka akses dalam hal 


laporan keuangan agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan agar 


supaya dapat dijadikan acuan dalam hal pengambilan keputusan oleh para 


skateholder pemerintah. 


2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat meneliti mengenai variabel-


variabel lain yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah 


seperti dilihat dari sisi pengendalian intern, moralitas dan budaya aparat,. 
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